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REFLEKSI 19 TAHUN DPD RI

Sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen Indonesia,
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)
telah mencapai usia 19 tahun pada 1 Oktober 2023. Didi-
rikan pada tahun 2004, DPD RI merupakan representasi
dari daerah dalam sistem perundang-undangan nasional.
Namun, selama hampir dua dekadenya, hanya ada tiga
Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPD RI yang
berhasil disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
dan Pemerintah, yaitu UU No. 32 Tahun 2014 tentang Ke-
lautan, UU No. o A 1 Tahun 2022
tentang Hubun- gan Keuangan
Pusat dan Dae- - rah, dan UU No.
27 Tahun 2022 i~ Tentang Perlin-
dungan Data Pribadi.

27/DPD RI/
s ~__ tanggal 9 De-
sember 2022 _é__ _ﬁ_ menunjukkan
bahwa DPD RI memiliki delapan
usulan RUU program legislasi nasional (Prolegnas) priori-
tas 2023 dan 58 RUU prolegnas jangka menengah, serta
lima RUU penyusunan baru tahun 2023. Akan tetapi, dari
delapan usulan prolegnas prioritas tersebut, hanya tiga
RUU yang mendapatkan persetujuan dari DPR, yakni: RUU
Tentang Daerah Kepulauan sebagai turunan dari prolegnas
prioritas tahun 2022, RUU tentang Perubahan atas UU No.
32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan RUU tentang Bahasa
Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun DPD RI
produktif dalam mengusulkan RUU, namun mereka memi-
liki keterbatasan dalam pengambilan keputusan.

Keputusan No.
11/2022-2023,

Tantangan DPD RI di masa mendatang adalah bagaimana
meningkatkan kerjasamanya dengan DPR dan Pemerin-
tah untuk memastikan usulan RUU yang diusulkan men-
dapatkan perhatian yang lebih. Selain itu, DPD RI perlu
memperkuat peranannya sebagai wakil dari daerah dengan
menggali potensi dan permasalahan di setiap daerah.
Peningkatan kapasitas anggota DPD RI dalam pembuat-
an RUU juga menjadi hal yang penting untuk diperhati-
kan, agar RUU yang diajukan benar-benar mencerminkan
kebutuhan dan aspirasi daerah serta dapat diterima oleh
DPR dan Pemerintah.

Meski berada dalam batasan kewenangan, DPD RI dengan
komitmen dan strategi yang tepat dapat terus memak-
simalkan perannya sebagai wakil daerah di panggung
nasional. (*)
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tonomi daerah (Otda) yang di-
canangkan di awal reformasi pada
tahun 1999 berdasarkan Undang-
Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 ten-
tang Pemerintahan Daerah, kini menjadi
sorotan anggota Dewan Perwakilan Dae-
rah (DPD) RI di Senayan. Para senator
menilai bahwa pemberian otonomi kepa-

Sumber : Kementerian Dalam Negeri/
Litbang MI/Grafis: caksono

da daerah semakin hari semakin dikeruk
kembali oleh pemerintah pusat. Hal ini
tercermin dari sejumlah undang-undang
baru yang, secara tidak langsung, mengu-
rangi kewenangan pemerintah daerah
dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sebagai contoh, ada UU Nomor 11 Ta-

B
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hun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian
diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. UU
tersebut telah mengambil alih sejumlah ke-
wenangan daerah yang sebelumnya menjadi
bagian dari pelaksanaan otonomi daerah ke
tangan pemerintah pusat dan provinsi. Con-
tohnya adalah masalah perizinan yang semula
dikeluarkan oleh daerah, kini ditarik ke pusat.

Selain itu, ada juga UU Nomor 3 Tahun
2020 tentang Minerba dan Undang-Un-
dang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Kedua UU tersebut juga
telah mengurangi kewenangan daerah dalam
menjalankan otonomi daerahnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite
I DPD RI, Fachrul Razi, menilai bahwa ke-
beradaan otonomi daerah kini seolah-olah
mati suri. “Otonomi daerah saat ini sangat

SENATOR | Senat Utama

N

mengkhawatirkan, seakan-akan mati suri
atau dimatikan,” ucap senator dari Aceh
tersebut pada akhir Agustus 2023.

Tidak berhenti di situ, sejak UU Nomor
22 Tahun 1999 direvisi menjadi UU Nomor
23 Tahun 2014, banyak Peraturan Peme-
rintah (PP) yang seharusnya menjadi im-
plementasinya belum disahkan oleh peme-
rintah. Salah satunya adalah PP mengenai
Desain Besar Penataan Daerah (Desartada)
yang dibutuhkan sebagai pedoman dalam
pemekaran atau pembentukan daerah oto-
nom baru (DOB).

Selain itu, pemerintah juga menerap-
kan kebijakan moratorium pemekaran dae-
rah. Akibatnya, Provinsi Kalimantan Utara
(Kaltara), yang merupakan hasil pemekaran
pada tahun 2013, hingga saat ini masih
beribukota di Kecamatan Tanjung Selor. (*)

Edisi Oktober 2023
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Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi didampingi Wakil Ketua Komite I Sylviana Murni dan Filep Wamafma, saat

memimpin RDPU dengan pakar otonomi daerah. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

etua Komite I Dewan

~—F

Otonomn

I< Perwakilan  Daerah
(DPD) RI, Fachrul

Razi, mempertanyakan ke-
beradaan otonomi daerah da-
lam kondisi saat ini. Ia bahkan
menyebut kondisi tersebut
sebagai “the end of otonomi
daerah” lantaran kewenangan
pemerintah pusat semakin
menguat dan menyudutkan
posisi tawar daerah.

Dengan tegas, senator dari
Aceh ini menilai bahwa oto-
nomi daerah (otda) kini seolah
berada dalam kondisi mati
suri dan terpinggirkan. “Se-
mua kewenangan daerah kini
dilimpahkan ke pusat. Situasi
ini semakin diperparah de-
ngan adanya UU Cipta Kerja
dan UU Minerba,” ujar Fachrul

DaerahiSeakar

MatiiSuri

Razi dalam rapat dengar pen-
dapat umum bersama ahli
pemerintahan di Gedung DPD
RI pada akhir Agustus 2023.

Penguatan  kewenangan
pemerintah pusat atas urus-
an  daerah  mengakibat-
kan pemerintah daerah ke-
hilangan posisi tawar dan
tidak lagi terlibat secara aktif
dalam pengelolaan sumber
daya alam. Akibatnya, konsep
otonomi daerah menjadi ter-
distorsi dan berbeda jauh dari
prinsip asli otonomi daerah
itu sendiri.

Sentralisasi anggaran menim-
bulkan regulasi yang kurang
tepat dan berpotensi mema-
tikan otonomi daerah. Peran
DPRD dan pemerintah daerah

semakin berkurang, cende-
rung menjadi agen pemerin-
tah pusat, dan menunjukkan
loyalitas yang lebih besar ke-
pada pusat daripada kepada
rakyatnya. “Pemangkasan oto-
nomi daerah membuat kekua-
saan pusat semakin dominan,’
tegas Fachrul Razi.

Fachrul Razi melanjutkan,
melemahnya  kewenangan
daerah menjadi suatu hal yang
sangat mengkhawatirkan bagi
Indonesia. Keadaan ini seolah
mencerminkan  hilangnya
esensi dari sistem pemerin-
tahan kita. DPD RI, karenanya,
terus berkomitmen untuk
memperjuangkan  otonomi
daerah agar daerah-daerah di
Indonesia dapat berkembang
dan sejahtera. (*)

Ns
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Pimpinan dan anggota Komite I DPD RI bersama pakar otonomi daerah. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

elaksanaan  otonomi

daerah (otda) atau de-

sentralisasi kini mende-
sak untuk ditinjau ulang dengan
cara merevisi Undang-Undang
(UU) Nomor 23 Tahun 2014
mengenai Pemerintahan Dae-
rah. Hal ini disebabkan oleh
gejala resentralisasi yang
mulai dirasakan sejak ber-
lakunya UU tersebut. Be-
berapa kewenangan yang se-
belumnya berada di tangan
kabupaten/kota kini ditarik
ke level provinsi.

Hal tersebut menjadi poin
utama dalam rapat dengar
pendapat umum (RDPU)
yang diadakan oleh Komite
I Dewan Perwakilan Daerah
(DPD RI) bersama beberapa
pakar di bidang pemerintah-
an dan otonomi daerah, ter-
masuk Siti Zuhro, Robert NaEndi
Djaweng, dan Halilul Khairi.
Pertemuan ini berlangsung

di Ruang Sriwijaya, Gedung
DPD RI, Kompleks Parlemen
Senayan pada akhir Agustus
2023.

Pemerintah, melalui Men-
teri Dalam Negeri Tito
Karnavian, menyatakan ke-
sepakatan bahwa UU ten-
tang Pemerintahan Daerah
memang memerlukan revisi.
Dalam suatu rapat kerja de-
ngan Komite I DPD RI pada
awal September 2023, beliau
mengakui perlunya revisi atas
UU tersebut.

Hal ini dikarenakan dalam
pelaksanaan otonomi daerah
dan kewenangan kepala dae-
rah, terdapat hambatan politis.
Hambatan ini muncul akibat
dinamika politik antara peme-
rintah pusat dengan kepala
daerah yang berhaluan politik
berbeda, sehingga menimbul-
kan ketidaksesuaian.

Dalam evaluasi mereka,
Komite I DPD RI menyatakan
bahwa dalam kurun waktu
sembilan tahun pelaksanaan
UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah,
banyak pencapaian yang telah
diraih. Akan tetapi, masih ada
beberapa hal yang belum di-
laksanakan dengan optimal.
Penambahan sejumlah UU
baru yang mempengaruhi ke-
wenangan daerah menambah
kompleksitas situasi.

“Bahkan ada suatu perspek-
tif yang menunjukkan bahwa
pembagian kewenangan dalam
urusan pemerintahan saat ini
seakan menuju ke arah re-
sentralisasi, ungkap Ketua
Komite I, Fachrul Razi. Ia
didampingi oleh Wakil Ketua
Komite I, Sylviana Murni, dan
Pangeran Syarif Abdurrahman
Bahasyim saat memimpin ra-
pat kerja dengan Mendagri. (*)

Edisi Oktober 2023
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Wakil Ketua DPD RI Mahyudin bersama sejumlah senator saat menghadiri FGD bertema ‘Memperkuat sistem ketatanegaraan
Indonesia Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa Berdasarkan Pancasila, di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. (Foto Biro PHM

Setjen DPD RI)

akil Ketua Dewan

Perwakilan Daerah

(DPD RI) Mahyudin
mengungkapkan kekhawatir-
an atas pelaksanaan otonomi
daerah (otda) yang menu-
rutnya belum mencerminkan
esensi sebenarnya. Terdapat
ketimpangan yang signifikan
antara pemerintah pusat dan
daerah.

Ketimpangan tersebut tam-
pak jelas dari Nota Keuangan
dan Rencana Anggaran Penda-
patan Belanja Negara (RAPBN)
Tahun 2024 yang diajukan oleh
Presiden Joko Widodo pada 16
Agustus 2023 di rapat paripur-
na DPR RI. Dari total anggar-
an, belanja pusat mencapai
lebih dari 70 persen, sedangkan
belanja daerah hanya sekitar 25
persen.

“Seandainya otonomi daerah
benar-benar dijalankan sesuai
esensinya, belanja daerah se-
harusnya mencapai minimal
40 persen,” ungkap Mahyudin
saat berbicara dalam Fokus
Group Discussion (FGD) de-
ngan tema ‘Memperkuat Sis-
tem Ketatanegaraan Indone-
sia Sesuai Rumusan Pendiri
Bangsa Berdasarkan Pancasila.
Diskusi tersebut diadakan di
Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Kalimantan Te-
ngah, pada akhir Agustus 2023.

Mengingat  ketimpangan
yang masih ada antara pu-
sat dan daerah, Mahyudin,
yang juga merupakan sena-
tor dari Kalimantan Timur,
menekankan urgensi mem-
perkuat fungsi DPD RL
Menurutnya, otonomi dae-

rah harus diperkuat, salah sa-
tunya dengan meningkatkan
peran strategis DPD RI seba-
gai wakil dari masing-masing
wilayah di Indonesia.

“DPD adalah wadah
representasi dari setiap
wilayah di negeri ini. Tu-
juan kami adalah agar se-
tiap wilayah bisa merasa-
kan manfaat pembangunan
yang merata, tegas Mahyudin.
Dalam kunjungannya itu,
Mahyudin didampingi oleh
sejumlah senator lainnya,
termasuk Hasan Basri (Kal-
tara), Teras Narang (Kalteng),
Fenando Sinaga (Kaltara),
Ajbar (Sulbar), Muhammad
Rakhman (Kalteng), Habib Said
Abdurrahman (Kalteng), dan
Yustina  Ismiati (Kalteng).

()
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Butuh Komitmen Tinggi dalam
Penguatan Otonomi Daerah

nggota Dewan Per-
Awakilan Daerah

(DPD) RI, Fahira Idris,
menekankan bahwa meski-
pun konsep otonomi dae-
rah yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab telah
diterapkan melalui Undang-
Undang 22 Tahun 1999 ten-
tang Pemerintahan Daerah,
pelaksanaannya dalam prak-
tek seringkali mengalami di-
namika atau fluktuasi.

Otonomi daerah yang
konsisten adalah kunci
penting dalam percepat-
an dan pemerataan pem-
bangunan untuk mengu-
rangi ketimpangan

v L—

antarwilayah di Indonesia.
Hal ini sejalan dengan visi
para pendiri bangsa. Meski
Indonesia telah merdeka
selama 78 tahun, ketim-
pangan antarwilayah masih
menjadi isu yang perlu
mendapat perhatian.

“Kita memerlukan komit-
men tinggi untuk menguat-
kan otonomi daerah,” ujar
Fahira Idris pada perte-
ngahan Agustus 2023. “De-
ngan memberi daerah lebih
banyak kewenangan dalam
mengelola sumber daya dan
kebutuhan lokal sesuai de-
ngan keunikan dan kondisi

wilayahnya, kita dapat
memacu  percepatan
pembangunan  dan

meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat
di setiap daerah”

Salah satu kunci
keberhasilan oto-
nomi daerah dalam

mengatasi ketim-

pangan antar-
wilayah

v adalah

m € -

lalui perumusan produk
undang-undang oleh
Pemerintah dan DPR yang
memberikan  porsi  ke-
wenangan yang lebih besar
kepada daerah. Dengan ke-
wenangan yang lebih luas,
daerah akan memiliki ka-
pabilitas untuk mengelola
anggaran, merumuskan ke-
bijakan, mengatur sektor
ekonomi, serta mengelola
sumber daya alam, pendi-
dikan, kesehatan, infras-
truktur, dan banyak aspek
lainnya dengan lebih efektif.

Efektivitas otonomi dae-
rah juga tergantung pada
kemampuan pemerintah
daerah dalam perencanaan,
pengelolaan, dan pelak-
sanaan  kebijakan  serta
program-program pemba-
ngunan yang relevan. Tidak
kalah penting, daerah harus
mampu  mengoptimalkan
potensi yang ada, dan me-
mastikan ruang partisipasi
masyarakat dalam proses
perencanaan dan pengam-
bilan keputusan demi mewu-
judkan pembangunan yang

inklusif. (*)

Anggota DPD RI Fahira Idris.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Edisi Oktober 2023
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nggota Komite I DPD RI dari Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad
Rakhman, menyoroti perlunya revisi terhadap Undang-Undang (UU) No-
mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pem- : :

da). Menurutnya, UU tersebut tidak mencerminkan semangat
otonomi daerah dan desentralisasi yang sebenarnya.

“Kepala daerah saat ini merasa tidak berdaya
+* karena banyak perizinan yang harus melalui pu-
sat, padahal seharusnya menjadi kewenangan
daerah,” ujarnya pada RDPU yang
dilaksanakan akhir Agustus
2023.

Di sisi lain, Wakil Ketua
Komite I DPD RI, Filep
Wamafma, dalam sebuah
o ;’/ webinar ~ Masyarakat
N IImu  Pemerintahan

Indonesia (MIPI)
- h..L,. memberikan ~ gam-

baran mengenai seja-

Anggota DPD RI Filep Wamafma.

(Foto Biro PHM SetJen DPD RI)
““F\
7 e .. = rah pelaksanaan oto-

H Anggota DPD RI Muhammad Rakhman. _‘» &

(Foto Biro PHM Setjen DPD RI) nomi daerah di Indonesia. Baginya,
sejarah tersebut penting sebagai dasar evaluasi
dan merenungkan apakah otonomi daerah sudah berjalan op-
timal atau masih memerlukan penyempurnaan.

“Otonomi daerah seharusnya merefleksikan prinsip-prinsip kewenangan dalam segala aspek,
kemandirian dalam berbagai sektor, dan orientasi pembangunan yang mendukung kemajuan dae-
rah,’ tegas Filep Wamafma.

Untuk mencapai visi tersebut, Filep menekankan perlunya kerja sama yang erat antara pemerintah
pusat dan daerah. Kerjasama ini akan menghasilkan harmonisasi kebijakan yang lebih sinkron dan
efisien. Selain itu, setiap daerah juga perlu mengidentifikasi dan memaksimalkan potensi daerah masing-
masing demi mencapai kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Dengan pendekatan seperti ini, diharapkan
otonomi daerah dapat lebih bermanfaat dan efektif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
di seluruh Indonesia. (*)
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Robert Na Endi Jaweng, Siti Zuhro dan Halilul Khairi saat RDPU dengan Komite I DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

ertimbangan kritis ter-

hadap pergeseran kebi-

jakan dalam penerapan
otonomi daerah telah men-
jadi sorotan tajam sejumlah
ahli. Mereka mengemukakan
kekhawatiran bahwa peme-
rintah pusat tampaknya kem-
bali ke model sentralisasi,
dengan menarik kewenangan
yang sebelumnya berada di
tangan daerah.

Robert Na Endi Jaweng,
seorang pengamat otonomi
daerah dan anggota Ombuds-
man RI, sudah sejak lama
mencermati fenomena ini.
Menurutnya, sudah ada tan-
da-tanda sejak 2004 bahwa
urusan daerah akan kem-
bali naik ke tingkat provinsi.
Kehadiran UU Cipta Kerja
semakin memperkuat argu-

men ini. Menurut Robert, jika
kewenangan daerah terus-
menerus ditarik oleh pusat,
maka efektivitas dan esensi
dari pilkada langsung pun
dipertanyakan.

Sementara itu, Siti Zuhro

dari BRIN melihat kaitan
erat antara desentrali-
sasi dengan demokrasi.

Menurutnya, jika nilai-nilai
demokrasi terkikis, maka
desentralisasi juga akan
menghadapi tantangan. Siti
berpendapat bahwa dengan
berkurangnya kewenangan
daerah karena kebijakan se-
perti UU Cipta Kerja dan
UU Minerba, relevansi pilka-
da langsung menjadi tan-
da tanya. Menurutnya, jika
pilkada kehilangan esensi-
nya, maka bisa saja Indonesia

kembali ke model pemilihan
kepala daerah melalui DPRD.

Dosen senior IPDN, Halilul
Khairi, menyampaikan pan-
dangan serupa. Menurutnya,
ada kecenderungan kuat un-
tuk sentralisasi, terlihat dari
berbagai kebijakan yang me-
narik kewenangan daerah ke
pusat.

Pemikiran tersebut mem-
berikan gambaran betapa
pentingnya menimbang ulang
dan melakukan introspeksi
terhadap kebijakan-kebijakan
yang berpotensi mengikis ke-
wenangan daerah. Otonomi
daerah yang efektif tak hanya
penting bagi perkembangan
daerah itu sendiri, tapi juga
bagi integritas dan kemajuan
demokrasi di Indonesia. (*)
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Joune J.E Ganda bersama pimpinan dan anggota BULD DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

sosiasi Pemerintah
Kabupaten  Seluruh
Indonesia  (APKASI)

memperkuat suara kritik ter-
hadap  kebijakan-kebijakan
yang muncul dari pemerintah
pusat yang dinilai mengikis
kewenangan daerah. Dalam
sebuah RDPU yang diseleng-
garakan bersama Badan Urus-
an Legislasi Daerah (BULD)
DPD RI, APKASI, mela-
lui Ketua Bidang Politik dan
Keamanan, Joune J.E Ganda,
menyampaikan keprihatinan
dan kekhawatiran daerah ter-
hadap  kebijakan-kebijakan
tersebut.

Joune menekankan bahwa
aspek manfaat, dampak, dan
kontribusi atas kewenangan
daerah saat ini kurang meng-
untungkan daerah. Kebijakan-

kebijakan terbaru, termasuk
UU Nomor 3 Tahun 2020
tentang Minerba, semakin
menggerus kewenangan dae-
rah. Akibatnya, percepatan
pembangunan di tingkat lokal
menjadi terhambat.

Joune juga menyuarakan
kekhawatiran daerah dalam
proses penyesuaian peraturan
daerah (perda) dengan regu-
lasi pusat, khususnya yang

terkait lingkungan hidup
dan pertambangan. Proses
penyesuaian ini memerlu-

kan biaya yang cukup be-
sar dan waktu yang panjang,
yang pada akhirnya mempe-
ngaruhi performa pemerin-
tah daerah dalam menjalan-
kan kewenangannya.

APKASI  menyampaikan

harapan agar ada percepatan
dalam proses sinkronisasi
regulasi. Harapannya, regu-
lasi yang muncul dapat lebih
selaras dengan kepentingan
daerah, serta meningkatkan
transparansi informasi, khu-
susnya terkait perizinan. Se-
lain itu, ditekankan pula pen-
tingnya adanya regulasi yang
memastikan  akuntabilitas
dalam pelaksanaan kebijakan.

Kritik dan masukan dari
APKASI ini menegaskan
pentingnya kerjasama dan
dialog antara pemerintah pu-
sat dan daerah. Kedua pihak
harus bekerja sama agar oto-
nomi daerah dapat berjalan
dengan maksimal, dan pem-
bangunan di seluruh wilayah
Indonesia  dapat berjalan
seimbang dan harmonis. (*)
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Pterhadap pergeseran

kebijakan dalam pe-
nerapan otonomi daerah
telah menjadi sorotan ta-
jam sejumlah ahli. Mereka
mengemukakan kekhawa-
tiran bahwa pemerintah
pusat tampaknya kembali
ke model sentralisasi, de-
ngan menarik kewenangan
yang sebelumnya berada di
tangan daerah.

Robert Na Endi Jaweng,
seorang pengamat otonomi
daerah dan anggota Om-
budsman RI, sudah sejak
lama mencermati fenome-
na ini. Menurutnya, sudah
ada tanda-tanda sejak 2004
bahwa urusan daerah akan
kembali naik ke tingkat
provinsi. Kehadiran UU

SENATOR | Senat Utama

Anggota DPD RI Abraham Liyanto.

Cipta Kerja semakin mem-
perkuat  argumen  ini.
Menurut Robert, jika ke-
wenangan daerah terus-
menerus ditarik oleh pusat,
maka efektivitas dan esensi
dari pilkada langsung pun
dipertanyakan.

Sementara itu, Siti Zuhro
dari BRIN melihat kaitan
erat antara desentralisasi
dengan demokrasi. Menu-

rutnya, jika  nilai-nilai
demokrasi terkikis, maka
desentralisasi juga akan

menghadapi tantangan. Siti
berpendapat bahwa dengan
berkurang-nya kewenangan
daerah karena kebijakan
seperti UU Cipta Kerja
dan UU Minerba, relevansi
pilkada langsung menjadi
tanda tanya. Menurutnya,
jika pilkada kehilangan
esensinya, maka bisa saja

Edisi Oktobe

(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Indonesia kembali ke mo-
del pemilihan kepala dae-
rah melalui DPRD.

Dosen senior IPDN, Halilul
Khairi, menyampaikan pan-
dangan serupa. Menurutnya,
ada kecenderungan kuat un-
tuk sentralisasi, terlihat dari
berbagai kebijakan yang me-
narik kewenangan daerah ke
pusat.

Pemikiran tersebut mem-
berikan gambaran betapa pen-
tingnya menimbang ulang
dan melakukan introspek-
si terhadap kebijakan-ke-
bijakan yang berpotensi
mengikis kewenangan dae-
rah. Otonomi daerah yang
efektif tak hanya penting
bagi perkembangan daerah
itu sendiri, tapi juga
bagi integritas dan ke-
majuan demokrasi di
Indonesia. (*)
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Anggota DPD RI Fernando Sinaga.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

bu kota Provinsi Kalim-

antan Utara (Kaltara),

Kota Tanjung Selor, saat
ini masih memiliki status ke-
camatan di Kabupaten Bu-
lungan. Hal ini disebabkan
oleh moratorium yang diber-
lakukan oleh pemerintah
terkait pembentukan daerah
otonomi baru (DOB). Meski-
pun Undang-Undang (UU)
Nomor 20 Tahun 2012 telah
memastikan bahwa Tanjung
Selor merupakan ibu kota
Kaltara, namun proses peme-
karan wilayah untuk men-
jadikannya daerah otonom
terhambat oleh kebijakan
tersebut.

Anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) RI, Hasan Basri
dan Fernando Sinaga, mene-
kankan urgensi pembentukan
Kota Tanjung Selor sebagai
daerah otonomi.

hangs

Menurut Basri, pembentukan
ini bukan hanya urusan teknis,
tetapi sudah menjadi mandat
UU dan sangat mendesak un-
tuk segera diwujudkan.

Selain itu, Fernando Sinaga
menambahkan bahwa pem-
bentukan Kota Tanjung Selor
memiliki pentingnya tersendi-
ri, terutama dalam mendu-
kung Proyek Strategis Na-
sional (PSN) dan sebagai pilar
pendukung Ibu Kota Negara
(IKN) Nusantara yang terletak
di Kalimantan Timur. Dengan
statusnya yang saat ini masih
kecamatan, tentunya akan ada
hambatan dalam pengem-
bangan infrastruktur dan pe-
ningkatan pelayanan publik.

Dalam konteks ini, war-

ga Kaltara menaruh

T g

g .

harapan  besar  terhadap
pemerintah. Mereka berharap
pembentukan DOB Kota Tan-
jung Selor dapat menjadi prio-
ritas bagi pemerintahan yang
baru terpilih pasca Pemilu
2024. Dengan begitu, di awal
tahun 2025, harapan untuk
melihat Kota Tanjung Selor se-
bagai daerah otonom dan ibu
kota Kaltara yang mandiri da-
pat segera terealisasi.

Dari situasi ini, jelas ter-
lihat betapa pentingnya ke-
bijakan yang tepat dan cepat
dalam memastikan perkem-
bangan daerah, terutama un-
tuk daerah-daerah yang me-
miliki potensi strategis bagi
pertumbuhan dan stabilitas
negara. (*)

Edisi Oktober 2023



|
25
-\)

.‘-)
1-)
- 1
‘_‘-)

SENATOR | Senat Utama

imhangar

Mendagri Tito Karnavian bersama pimpinan dan anggota Komite I DPD RI usai menggelar rapat kerja di Gedung DPD
RI, awal September 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

embentukan daerah

otonomi baru (DOB)

memang menjadi isu
yang cukup hangat diperbin-
cangkan di Indonesia. Peme-
rintah, melalui  Menteri
Dalam Negeri (Mendagri)
Tito Karnavian, menegaskan
bahwa saat ini pemekaran
daerah masih belum menjadi
prioritas. Alasan utamanya
adalah keterbatasan anggaran.

Pasca-pandemi, pemerin-
tah memfokuskan anggaran
untuk pemulihan ekonomi.
Dalam konteks ini, peme-
karan daerah dianggap me-
merlukan anggaran yang
besar dan memiliki potensi
risiko. Berdasarkan pengala-
man sebelumnya, banyak
DOB vyang dibentuk tetapi
tidak mampu mandiri dari
segi keuangan, sehingga men-
jadi beban bagi APBN. Hal
ini tentunya menjadi pertim-
bangan penting bagi peme-

rintah, terutama dalam situasi
ekonomi yang masih dalam
tahap pemulihan.

Dirjen Otonomi Daerah
Kemendagri, Akmal Malik,
juga menegaskan bahwa mo-
ratorium DOB masih berlaku.
Fokus pemerintah saat ini ada-
lah mengkaji ulang efektivitas
dari pemekaran wilayah dan
mencari konsep yang lebih
ideal agar setiap DOB yang
dibentuk di masa depan da-
pat mandiri dan berkontribusi
positif terhadap pertumbuhan
ekonomi nasional.

Meski demikian, peme-
rintah tampaknya tetap mem-
buka peluang untuk mencabut
moratorium ini di masa depan.
Hal ini terlihat dari pernyataan
Mendagri yang menyebutkan
bahwa apabila ekonomi pulih
dan APBN cukup, maka pem-
bentukan DOB bisa kembali
dilanjutkan.

Namun, penting bagi peme-
rintah untuk memastikan
bahwa setiap kebijakan yang
diambil dalam konteks ini be-
nar-benar mempertimbangkan
keberlanjutan keuangan daerah
dan kesejahteraan masyarakat
setempat. Sehingga, pem-
bentukan DOB di masa depan
tidak hanya menjadi simbol,
tetapi  benar-benar mem-
berikan dampak positif bagi
perkembangan daerah dan ke-
sejahteraan masyarakatnya.

Meski pemerintah melaku-
kan moratorium pemekaran
daerah sejak 2014, tidak me-
nyurutkan semangat daerah
dalam mengusulkan peme-
karan. Berdasarkan data Di-
rektorat Jenderal Otda Ke-
mendagri hingga Agustus
2023, ada 329 usulan DOB
dari seluruh Indonesia. Usul-
an tersebut terdiri dari 56
provinsi, 236 kabupaten dan
37 kota. (*)
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Bentrokan yang terjadi antara petugas keamanan dengan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. (Foto Antara).

eristiwa mengejutkan

terjadi di Pulau Rem-

pang, Kota Batam,
Kepulauan Riau pada 7 Sep-
tember 2023. Terjadi bentro-
kan antara petugas gabung-
an dari Polri, TNI, Ditpam
Badan Pengusahaan (BP)
Batam, dan Satpol PP de-
ngan warga Rempang yang
berkaitan dengan konflik
agraria.

Konflik ini berakar dari
niat BP Batam untuk mere-
lokasi masyarakat adat Me-
layu di Pulau Rempang. Pada
2023, Pulau Rempang di-
masukkan ke dalam Proyek
Strategis Nasional (PSN), se-
bagaimana diatur dalam Per-
menko Bidang Perekonomi-
an RI Nomor 7 Tahun 2023.

Menurut PSN 2023, Pu-
lau Rempang direncanakan
menjadi kawasan industri,
perdagangan, dan wisata
yang dikenal dengan nama
Rempang Eco City. PT Elok
Makmur Graha, sebuah anak
perusahaan dari Arta Graha
Group milik Tomy Winata,
telah ditunjuk sebagai inves-
tor utama proyek tersebut.

Peristiwa pada 7 Septem-
ber dimulai ketika tim dari
BP Batam tiba untuk meng-
ukur lahan, didampingi oleh
petugas gabungan dari Polri,
TNI, Ditpam BP Batam, dan
Satpol PP. Namun, kedatang-
an mereka ditentang oleh
masyarakat setempat yang
kemudian memblokir jalan.

Sayangnya, situasi mema-

nas hingga terjadi bentrokan
antara warga dan petugas
gabungan. Selama kerusuh-
an, petugas melepaskan gas
air mata. Secara tragis, gas
tersebut juga mengenai se-
jumlah pelajar di sekolah
terdekat. Beberapa pelajar
bahkan dilaporkan pingsan,
dan beberapa balita terkena
dampaknya.

Peristiwa tersebut menda-
pat perhatian luas, termasuk
dari pemimpin dan anggota
Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) RI. “Ini menggaris-
bawahi pentingnya kembali
ke prinsip-prinsip Pancasila
dalam sistem bernegara di
Indonesia,” komentar Ketua
DPD RI, AA LaNyalla Mahmud
Mattalitti, mengenai insiden
tersebut. (*)
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Salah satu perkampungan di Pulau Rempang. |
(Foto Batam Pos)
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eributan rencana pem-

bangunan  Rempang

Eco City di Pulau
Rempang, Kota Batam, Kepu-
lauan Riau, menarik perhatian
Ketua Dewan Perwakilan Dae-
rah (DPD) RI, AA LaNyalla
Mahmud Mattalitti. Pasalnya,
rencana tersebut mengharuskan
ribuan warga yang tinggal di 16
kampung tua di pulau itu untuk
pindah dari tanah yang telah
mereka tempati sejak 1834.

Informasi yang beredar
menyatakan bahwa rencana
pembangunan kawasan ekono-
mi baru - yang diberi label “The
New Engine of Indonesias Eco-
nomic Growth” dengan konsep

Masyaid

and Sustainable City” -
tidak melibatkan masukan dari
masyarakat. Hasilnya, banyak
warga menolak program yang
disambut hangat oleh pemerin-
tah tersebut.

Menurut LaNyalla, rencana
tata ruang di wilayah tersebut
seharusnya mempertimbang-
kan kearifan lokal masyarakat.
“Rencana tata ruang dan
wilayah proyek ini sebenar-
nya bisa disesuaikan dengan
mengintegrasikan karakter dan
warisan kampung tua sebagai
bagian dari kearifan lokal, yang
dapat menjadi daya tarik wisa-
ta,” ujar LaNyalla.

Selain itu, penting bagi

pemerintah dan investor untuk
mengajak masyarakat berdialog
secara terbuka dan transparan,
termasuk memberikan infor-
masi yang jelas mengenai ja-
minan sosial yang dijanjikan.
Dengan pendekatan yang benar
dan transparan, LaNyalla yakin
bahwa masyarakat akan ber-
sedia berkomunikasi asalkan
tidak ada yang disembunyikan.

Dari kasus Pulau Rem-
pang, LaNyalla menekankan
pentingnya pendekatan ker-
jasama antara publik, privat,
dan masyarakat dalam kon-
teks pembangunan. “Inilah
mengapa kita perlu kembali
pada prinsip-prinsip Pancasila
dalam bernegara,” pungkas
LaNyalla. (*)
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W akil Ketua Dewan

Perwakilan Daerah
B Najamudin,

(DPD) RI, Sultan
menegaskan
bahwa setiap bentuk pemba-
ngunan nasional, tak peduli se-
berapa besar skala proyeknya,
harus mendapat persetujuan
dan melibatkan partisipasi
masyarakat setempat. Oleh
karena itu, sebelum memulai,
pemerintah harus melakukan
kajian sosiologis yang kompre-
hensif untuk setiap unit proyek
di wilayah mana pun.

Hal ini sangat krusial, khu-
susnya di kawasan-kawasan
yang memiliki sejarah konflik
agraria dan di-
gap rentan.
Artinya,
jika suatu
kawasan
dinilai
tidak layak *

dari  per-

. menentang
' pembangunan Rempang Eco

(Foto BBC Indonesia)

spektif sosiologis, maka peme-
rintah seharusnya tidak me-
maksakan pembangunan di
tempat tersebut. Hal ini mencer-
minkan situasi di Pulau Rem-
pang, Batam, Kepulauan Riau,
di mana masyarakat setempat
relokasi  karena

City yang masuk dalam Proyek
Strategis Nasional (PSN).

“Walaupun peme-
rintah telah memiliki

A : 4. kandidat investor

N7 ;3;.,;. dengan proposal
o Nei | investasi  yang
g~ = menggiurkan,

%t ketenangan

.4.,.! dan  waris-

‘?% an budaya

" .+fa/ masyarakat

b ¢ lokal tetap

________

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

TRl A A T

menjadi
prioritas uta-
ma  dibandingkan
sekedar nilai in-

vestasi, ungkap

L

Salah satu perkampungan tua di Pulang Rempang, Batam.

mantan Wakil Gubernur Beng-
kulu tersebut, pada pertengah-
an September 2023.

Sebagai solusi, Sultan me-
nyarankan agar pemukiman
masyarakat adat di Pulau Rem-
pang diintegrasikan ke dalam
pembangunan Rempang Eco
City. Dengan demikian, tidak
perlu ada penggusuran atau re-
lokasi. Sebaliknya, akan ada
sinergi antara budaya lokal
dengan pembangunan industri
modern dan zona pariwisata.

“Masyarakat adat Rempang
merupakan bagian integral dari
warisan budaya kita. Mereka
tidak seharusnya dikesamping-
kan demi kepentingan investa-
si. Alih-alih mengusir mereka,
jadikan pemukiman mereka
sebagai Zona Festival Budaya
Melayu, yang dapat menarik
minat turis internasional dalam
kerangka Proyek Rempang Eco
City; saran Sultan. (*)
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Presiden Harus Berpihak pada
Rakyat, Bukan pada Investor

etua Komite I Dewan

Perwakilan  Daerah

(DPD) RI, Fachrul
Razi, mendesak Presiden
Joko Widodo (Jokowi) un-
tuk segera turun tangan me-
nyelesaikan konflik antara
investor dan masyarakat
adat Pulau Rempang, Kota
Batam, Kepulauan Riau.
Menurutnya, kasus di Rem-
pang merupakan ujung dari
gunung es serupa yang terse-
bar di seluruh negeri.

“Dalam  menyelesaikan
konflik ini, Presiden se-
harusnya berpihak pada
rakyat, bukan pada kepen-
tingan swasta. Harus ada
perlindungan dari negara
terhadap tanah ulayat dan
kekayaan alam Pulau Rem-
pang. Presiden harus meng-
ingat kembali sumpahnya
untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia,” tegas
Fachrul Razi, pada perte-
ngahan September 2023.

R e a k s i
masyarakat
Rempang yang
tegas menolak
proyek tersebut
menandakan ur-

gensibagi Presiden Jokowi
untuk langsung berinter-
vensi. Meskipun Presiden
Jokowi telah mengakui
adanya kesalahan komu-
nikasi dan telah mengutus
Menteri Investasi, Bahlil
Lahadia, untuk melaku-
kan klarifikasi kepada
warga, langkah tersebut

dianggap belum cukup
oleh Fachrul Razi.
Fachrul Razi mende-

sak Presiden Jokowi untuk
lebih aktif berkomunikasi
dan bermediasi dalam kon-
flik ini. Selain itu, kearifan
lokal dan nilai-nilai budaya
yang sudah menjadi pilar
masyarakat Kampung Tua
di Pulau Rempang harus di-
hargai dan dilindungi.

Sebagai lembaga
perwakilan, DPD
RI telah lama
mengadvokasi
perlindungan

!

Anggota DPD RI Fachrul Razi.

tanah ulayat dari intervensi
swasta. DPD RI berkomit-
men untuk terus memasti-
kan tanah ulayat tetap be-
rada di tangan rakyat sesuai
mandat UUD 1945 yang
menekankan perlindungan
adat istiadat dan budaya
Indonesia.

Terakhir, Fachrul Razi
mengecam tindakan ke-
kerasan oleh aparat keaman-
an terhadap masyarakat adat
Pulau Rempang. Presiden
harus segera bertindak un-
tuk menghentikan segala
bentuk kekerasan dan me-
mastikan pelanggaran HAM
tidak terjadi lagi di masa
depan. (*)

(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)
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nggota Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) RI, Abdul Rachman Thaha,
menyatakan keprihatinannya terhadap
bentrok yang terjadi antara aparat keamanan
dan warga di Pulau Rempang, Batam, Kepu-
lauan Riau. Peristiwa tersebut, yang mengaki-
batkan sejumlah korban luka, dianggapnya
telah melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.

Abdul yakin bahwa tidak ada warga negara
yang menentang kehadiran investor asalkan
warga dijadikan bagian dari tujuan investasi.
Dia meyakini tujuan utama dari investasi ada-
lah kesejahteraan rakyat. Namun, apa yang
terjadi di Pulau Rempang tampak seperti pe-
ngusiran paksa terhadap warga lokal. “Warga
Melayu adalah bagian dari bangsa dan negara
ini. Namun, terlihat seakan-akan mereka di-
tinggalkan,” ungkapnya.

Abdul menekankan pentingnya pendekat-
an persuasif oleh aparat keamanan terhadap
masyarakat. “Mari berdialog dan

ajak masyarakat untuk duduk

bersama. Jelaskan dengan
_jelas, dan libatkan

L semua
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Bentrokan antara aparat keamanan dengan warga
di Pulau Rempang. (Foto BP Batam)

Anggota DPD RI
Abdul Rachman Thaha.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

pihak yang berkepentingan. Jangan intimidasi
rakyat,” tegasnya.

Selanjutnya, dia meminta kepada Kapolri
agar lebih responsif dan bertanggung jawab
dalam setiap tindakan, dengan harapan agar
insiden serupa dapat dicegah di masa depan.
Abdul juga berharap Presiden untuk menin-
jau kinerja seluruh jajaran pemerintahannya,
termasuk unsur keamanan, guna menemukan
solusi atas permasalahan di Pulau Rempang.

“Presiden harus segera menilai kinerja Ka-
polri, terutama melihat bagaimana beberapa
insiden menunjukkan tindakan aparat ke-
amanan yang tampaknya melanggar SOP saat
mengatasi isu-isu sosial,” pung-

kas Abdul Rachman Thaha. (*)
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Komunikasi Pemerintah
SANGAT BURUK
DALAM KASUS REMPANG

akil Ketua Komite I

Dewan Perwakilan

Daerah (DPD) RI,
Sylviana Murni, mengkritik
bentrokan yang terjadi di Pu-
lau Rempang, Kota Batam,
Kepulauan Riau. Menurutnya,
bentrokan antara warga setem-
pat dengan petugas gabungan
merupakan akibat dari ko-
munikasi yang buruk antara
pemerintah dan masyarakat.

Ini berkaitan dengan ren-
cana pengembangan kawasan
Rempang Eco City. Kele-
mahan dalam komunikasi
tersebut, dianggapnya, mem-
buat pemerintah tidak mam-
pu menunjukkan rasa ke-
adilan kepada masyarakat.

Sejarah  panjang telah
membentuk hubungan war-
ga Pulau Rempang dengan
tanah yang mereka huni. Se-
jak tahun 1834, masyarakat
setempat telah mendiami
kawasan tersebut dan me-
mandang lahan itu sebagai
warisan  nenek

moyang mereka. Rasa kepe-
milikan inilah yang kemu-
dian menjadi salah satu alas-
an kuat ketegangan antara
masyarakat dan pemerintah.

Melihat kondisi tersebut,
Sylviana mendesak agar Pre-
siden dan Menko Pereko-
nomian turun tangan secara
langsung. “Solusi yang adil
dan menguntungkan kedua
belah pihak perlu segera di-
cari. Mereka perlu duduk ber-
sama warga untuk mencari
titik temu dalam bentuk win-
win solution,” ungkap Senator

dari DKI Jakarta itu.
Sylviana juga berpesan
kepada aparat

kepolisian agar senantiasa
mengedepankan pendekatan
yang humanis, khususnya
saat menghadapi warga Pulau
Rempang yang melakukan
aksi unjuk rasa. Seharusnya,
pemerintah menahan diri

dan tidak mengganggu ke-

beradaan warga sebelum
ada kesepakatan bersama.
Aksi-aksi  represif hanya

akan memperburuk kondisi
dan menambah luka di hati
masyarakat.

“Mestinya PSN (Pemba-
ngunan Sosial Nasional) da-
pat menjadi harapan dan
memberikan peluang bagi
masyarakat sekitar, bukan
menjadi sumber masalah
baru. Saya sangat prihatin
dengan kondisi warga rentan
yang terkena dampak, seperti
siswa yang tidak sengaja ter-
kena gas air mata atau warga
tua yang seharusnya dapat

hidup tenang,” pungkas

Sylviana, pada pertengah-

an September 2023. (*)

Anggota DPD RI Sylviana Murni.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)
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Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono ketika menerima
audiensi KERAMAT. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

akil Ketua Dewan
W Perwakilan  Dae-

rah (DPD) RI,
Nono Sampono, menekan-
kan bahwa kewajiban negara
bukan hanya untuk mem-
prioritaskan  kepentingan-
nya sendiri, namun juga
memperhatikan kepenting-
an masyarakat secara luas.
Menurutnya, keseimbangan
antara kedua kepentingan
tersebut merupakan kunci
dalam menjalankan roda
pemerintahan.

Pernyataan tersebut di-
sampaikannya saat mene-
rima audiensi dari Kerabat
Masyarakat Adat Tempa-
tan (Keramat) Kota Batam,
Kepulauan Riau pada akhir
Juli 2023. Keramat meng-
ungkapkan kegelisahannya
terkait ketiadaan kejelas-
an status tanah yang telah
mereka huni secara turun

temurun di Kawasan Otorita
Batam sejak tahun 1834.

Menambah  kegelisahan
mereka, beredar informasi
tentang rencana pengem-

bangan lahan tersebut oleh PT
Makmur Elok Graha, tanpa
ada pemberitahuan resmi dari
pemerintah setempat. “Kami
hanya mendengar dari me-
dia beberapa bulan lalu
mengenai rencana pengem-
bangan di lahan kami di
Pulau Rempang. Sangat di-
sayangkan, pemerintah se-
tempat tidak memberikan
kami pemberitahuan,” ung-
kap Ketua Harian Keramat
dan LPM Kelurahan Sem-
bulang, Rusli Ahmad.

Nono Sampono, dengan
tegas, menjawab keluhan
tersebut dengan menyata-
kan bahwa sebelum melaku-
kan pengembangan di lahan

bl

PIMFINAN KoMiT El

milik masyarakat di Pulau
Rempang, pemerintah harus
melakukan konsultasi dan
negosiasi dengan masyarakat
setempat. Pembangunan tidak
dapat dilakukan semata-mata
untuk kepentingan negara
tanpa  mempertimbangkan
kepentingan masyarakat.

“Pemerintah harus ber-
embuk dengan masyarakat.
Ada tahapan negosiasi dan
kompensasi yang harus dipe-
nuhi, baik berdasarkan tradi-
si setempat atau kebutuhan
masyarakat. Jika ada kesepaka-
tan untuk relokasi, tentu harus
ada pembahasan mendalam.
Di era saat ini, kita tidak bisa
hanya berbicara untuk kepen-
tingan negara dan menyam-
pingkan masyarakat,” tegas
Nono Sampono yang pernah
menjabat sebagai Komandan
Korps Marinir tahun 2006-
2007 ini. (*)

|24
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L Adat Me-
layu (LAM)

Provinsi

Kepulauan Riau
eildarxkain o o

mengeluarkan

maklumat yang
a “ma berisi pernyataan

sikap  menanggapi

insiden yang menim-

Te r I‘ a d a n pa masyarakat Melayu
Rempang. Maklumat ini

disampaikan oleh Ketua

nemnang LaM Provins Kepri, Abdul
Razak, dua hari pasca terjadinya

bentrokan antara warga dan petu-
gas gabungan di Rempang.

Maklumat tersebut memuat bebera-

pa poin penting. LAM Kepri mendesak

agar rencana relokasi dari 16 kampung tua

masyarakat Melayu di Pulau Rempang dan

Galang untuk dibatalkan. Selanjutnya, mereka

meminta pembebasan segera bagi seluruh warga

yang ditahan akibat insiden pada tanggal 7 Sep-
tember 2023.

Lebih lanjut, LAM Kepri mengecam tindakan represif,
intimidasi, dan kekerasan yang dilancarkan oleh tim ga-
bungan - yang terdiri dari aparat TNI, Polri, Satpol PP, dan
petugas dari BP Batam - terhadap masyarakat Pulau Rem-
pang dan Galang. Akibat tindakan tersebut, banyak masyarakat
yang mengalami cedera, trauma, serta kerugian materi.

Mereka juga mendesak sejumlah pihak terkait, mulai dari Presi-

den RI, Kapolri, Panglima TNI, hingga pemerintahan setempat, untuk

menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan. Sebagai tindakan lan-

jutan, LAM Kepri menuntut agar pemerintah menciptakan kesepakatan

tertulis dengan masyarakat Melayu di Pulau Rempang mengenai dampak

jangka pendek dan jangka panjang dari proyek strategis nasional yang ada di
pulau tersebut.

“Keputusan ini muncul berdasarkan hasil musyawarah pengurus LAM Kepri

yang dilaksanakan pada hari Jumat, 8 September 2023 di Kantor LAM Kepri. Ini

merupakan kesepakatan bersama antara LAM kabupaten dan kota. Intinya, kami sepe-
nuhnya berdiri di samping masyarakat Rempang dan Galang,” tegas Abdul Razak. (*)

Edisi Oktober 2023 25 1
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ulau Rempang, yang terle-
P tak di Kepulauan Riau, ada-

lah bagian dari cincin muti-
ara gugusan pulau yang menghiasi
Selat Malaka. Dengan luas seki-
tar 16 hektar, pulau ini berada di
bawah administrasi Kota Batam,
sesuai dengan Keputusan Presi-
den (Keppres) Tahun 1992 No-
mor 28. Pulau Rempang, bersama
dengan Batam dan Galang, terga-
bung dalam wilayah yang dikenal
dengan nama Barelang.

Wilayah Pulau Rempang ter-
diri dari dua kelurahan utama
yaitu Rempang Cane dan Sembu-
lang. Selain itu, terdapat 16 titik
perkampungan yang menggam-
barkan keramaian aktivitas sosial
dan ekonomi penduduk lokal.
Menurut Badan Pusat Statistik
(BPS), pulau ini kini menjadi ru-
mah bagi sekitar 7.512 jiwa.

Ketika berbicara tentang letak
geografis, Pulau Rempang me-
miliki keunggulan strategis. Ter-
letak hanya sekitar 2,5 kilometer
di tenggara Pulau Batam, pulau
ini menikmati aksesibilitas dan
konektivitas ke kawasan industri
Batam. Keberadaannya memberi-
kan kontribusi signifikan, tidak
hanya dalam aspek ekonomi
tetapi juga dalam interaksi sosial
dan budaya antar pulau.

- = !‘;1 ﬂ!? .! - =
s

Namun, untuk memahami Pu-
lau Rempang sepenuhnya, kita
harus melangkah mundur ke
masa lalu. Jejak sejarah pulau ini
terhubung erat dengan intervensi
Belanda di Kerajaan Melayu Riau
pada tahun 1784. Era penjajahan
telah meninggalkan bekas yang
mendalam pada tapestri budaya
dan sejarah pulau ini.

Salah satu bukti tertulis pertama
dari interaksi antara penduduk se-
tempat dengan Belanda adalah se-
buah artikel berjudul “Verslag van
een bezoek aan de Orang Darat
van Rempang” vyang diterbit-
kan pada tahun 1930. Artikel ini
memberikan gambaran mengenai
dinamika dan pengaruh penja-
jahan Belanda di Pulau Rempang.
Ini menggambarkan bagaimana
penduduk asli pulau tersebut ber-
interaksi dengan kekuatan asing
dan bagaimana mereka mencoba
mempertahankan identitas dan
warisan budaya mereka di tengah-
tengah perubahan yang dramatis.

Seiring berjalannya waktu, Pu-
lau Rempang telah mengalami
berbagai transformasi, tetapi wari-
san dan cerita masa lalunya tetap
hidup dalam ingatan penduduk-
nya. Ini adalah saksi bisu dari
perjuangan, ketahanan, dan adap-
tasi masyarakat Melayu di tengah
gelombang perubahan sejarah. (*)

disi Okto.ber 2023
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Ketua DPD RI AA LaNyaIIa Mahmud Mattal|tt| bersama Ketua KWP Arlawan dan sejumlah senator E
pada acara press gatherlng DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI) -

\ﬁ@'—:{'f'-gﬁ.:'- TN I & FR T S LA I N _E e

PROBOSAIKENEGARARN|DPDIRI
untuk Selamatkan Indonesia

Wakil Ketua DPD RI Mahyudln menanggapi pertanyaan wartawan peserta press gathering DPD RI.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)
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alam upaya mem-

perkuat bangsa dan

negara Indonesia
menghadapi  tantangan
yang makin kompleks
akibat perubahan situasi
global yang tidak menen-
tu, Ketua Dewan Perwa-
kilan Daerah (DPD) RI,
AA LaNyalla Mahmud
Mattalitti, mengungkap-
kan “Lima Proposal Ke-
negaraan’ dihadirkan

sebagai langkah penting
yang tidak hanya akan
memperkuat peran DPD
RI, tetapi juga akan men-
dukung kepentingan lebih
luas bangsa Indonesia.

Pada sebuah acara
press gathering bersama
Koordinatoriat ~Warta-
wan Parlemen (KWP)
yang bertajuk “Mem-
bedah Lima Proposal
Kenegaraan DPD RI”
di Cirebon, Jawa Barat,
pertengahan September
2023, LaNyalla meng-
ingatkan bahwa DPD RI
sebelumnya telah ber-
upaya memperkuat ke-
wenangannya  dengan
melakukan wuji materi
di Mahkamah Konsti-
tusi (MK). Putusan MK
pada saat itu memberi-
kan DPD RI kewenangan
untuk membahas sampai
tuntas RUU-RUU vyang
berkaitan dengan dae-
rah. Sayangnya, putus-
an MK ini tidak pernah
diakomodasi dalam UU
MD3 dan UU tentang

Edisi Oktober 2023

Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan,
karena masih ada Pasal
20 ayat (1) dalam UUD
1945.

Upaya penguatan DPD
RI juga telah mencoba
dilakukan melalui amen-
demen kelima. Naskah
akademik yang men-
cakup pembaruan ini te-
lah disusun. Sayangnya,
upaya ini juga mengala-
mi kegagalan karena se-
cara yuridis formal, DPD
RI tidak memenuhi jum-
lah anggota MPR yang
diperlukan untuk meng-
usulkan agenda amen-
demen.

“Ini  adalah  upaya
ketiga kami dengan me-
nawarkan Lima Propo-
sal Kenegaraan. Namun,
upaya ini tidak hanya
untuk kepentingan DPD
RI, melainkan juga un-
tuk kepentingan seluruh
bangsa dan negara ini.
Gagasan ini ditawar-
kan sebagai wujud kesa-
daran kolektif dan kon-
sensus nasional yang
akan mendorong kema-
juan bangsa dan negara.”
tegas LaNyalla.

Lima Proposal Kene-
garaan yang diajukan
oleh DPD RI didasar-
kan pada temuan dan
aspirasi dari 34 Provin-
si, serta hampir di selu-
ruh kabupaten dan kota

SENATOR | Nusantara

di Indonesia. Isu utama
yang dihadapi adalah
ketidakadilan yang dira-
sakan oleh masyarakat,
serta masalah kemiskin-
an struktural yang sulit
untuk diatasi.

Dalam usaha mengim-
plementasikan Lima Pro-
posal Kenegaraan ini,
Senator Fachrul Razi dan
Bustami Zainudin, seba-
gai perwakilan DPD RI,
meminta dukungan dari
awak media yang terga-
bung dalam Koordinato-
riat Wartawan Parlemen
untuk bersama-sama
meresonansikan gagasan
ini kepada seluruh ele-
men masyarakat. Mereka
menekankan pentingnya
kolaborasi dengan me-
dia dalam menjalankan
peran DPD RI yang lebih
efektif.

Ketua KWP, Ariawan,
mendorong DPD Rl untuk
secara masif menyosiali-
sasikan dan membahas
Lima Proposal Kenega-
raan dengan menggelar
diskusi secara rutin de-
ngan wartawan di Kom-
plek Parlemen Senayan,
Jakarta. Dengan kerja
sama yang kuat antara
DPD RI, media, dan se-
luruh elemen bangsa,
diharapkan proposal ini
dapat memberikan kon-
tribusi yang signifikan
dalam memajukan Indo-
nesia. (*)
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Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan anggota DPD RI Jimly
Asshiddigie dalam FGD soal Haluan Negara, di Lemhannas. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

I< etua Dewan Perwa-
kilan Daerah (DPD)
RI, AA LaNyalla
Mahmud Mattalitti, meng-
anggap penerapan Halu-
an Negara sangat penting
dalam memberikan arah
perjalanan bangsa. Haluan
Negara harus menjadi pan-
duan dalam pelaksanaan
untuk mewujudkan tujuan
dan cita-cita pembentukan
Negara.

Haluan Negara sebaiknya
disusun oleh perwakilan dari
seluruh lapisan masyarakat.
Oleh karena itu, Haluan Ne-
gara harus disusun di lemba-
ga pemerintahan tertinggi ne-
gara, yang terdiri dari anggota
yang terpilih melalui pemi-
lihan umum, seperti anggota
DPR, serta perwakilan dari

daerah, yaitu Utusan Daerah
dan Utusan Golongan.

LaNyalla menjelaskan,
“Jadi, Haluan Negara harus
menjadi ekspresi kehendak
rakyat secara menyeluruh
yang ditetapkan oleh Maje-
lis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) RI. Ini akan menjadi
tolok ukur kinerja pada akhir
masa jabatan Presiden seba-
gai Mandataris MPR,” kata-
nya saat menjadi narasumber
dalam FGD di Lemhannas
pada akhir Agustus 2023.

Anggota DPD RI, Jimly
Asshiddigie, juga setuju de-
ngan pendapat LaNyalla. Dia
menyebut banyak aspek yang
perlu dievaluasi setelah 25
tahun reformasi, terutama
terkait dengan UUD 1945.

Meskipun Jimly mengakui
bahwa amendemen kelima
UUD 1945 bukan hal yang
mudah diinisiasi, ia berpen-
dapat bahwa peluang terse-
but tidak tertutup. “Mari kita
lakukan evaluasi menyeluruh
terhadap sistem pemerintah-
an kita, termasuk struktur
parlemen kita,” ujarnya.

Gagasan LaNyalla menge-
nai pengembalian UUD 1945
ke naskah aslinya untuk ke-
mudian disempurnakan dan
diperkuat dengan teknik
adendum mendapat perhatian
khusus dari Jimly. Namun,
Jimly menekankan bahwa wa-
cana tersebut harus dilakukan
dalam kerangka perbaikan
arah bangsa ke depan, bukan
sekadar menghidupkan kem-
bali Haluan Negara. (*)

B30

Edisi Oktober 2023



¥

b FL

p—— t. BT
G A s RN
& Sl i AR

SENATOR | Nusantara

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono ketika meresmikan pameran lukisan tunggal karya Budi Karmanto. (Foto Biro PHM
Setjen DPD RI)

akil Ketua Dewan

Perwakilan ~ Dae-

rah (DPD) RI,
Nono Sampono, sangat men-
gapresiasi kegiatan pameran
lukisan. Baginya, lukisan
tidak hanya menghadirkan
keindahan karya seni, tetapi
juga mengandung pesan-
pesan moral yang bisa diam-
bil oleh masyarakat.

Nono, yang merupakan
senator dari Maluku, berharap
bahwa para penikmat seni da-
pat menggali dan meresapi
pesan-pesan moral yang ter-
sirat dalam karya seni lukis,
termasuk semangat dalam
memperingati Kemerdekaan

Republik Indonesia.

“Saya mengajak semua anak
bangsa, termasuk para seni-
man, untuk terus berkarya.
Lukisan bukan hanya tentang
keindahannya, melainkan le-
bih penting lagi adalah pesan-
pesan moral yang terkandung
di dalamnya,” ujarnya saat mem-
buka pameran lukisan tunggal
ke-10 karya Budi Karmanto,
yang dikenal sebagai Budi Ko-
dok, di Gedung Perpustakaan
Nasional, Jakarta, pada awal
September 2023.

Nono, yang pernah men-
jabat  sebagai Komandan
Korps Marinir TNI AL, juga

mengingatkan bahwa setiap
warga negara, termasuk para
seniman, memiliki tanggung
jawab dan kewajiban untuk
berkontribusi dalam mem-
buat negara ini menjadi lebih
baik, maju, sejahtera, adil, dan
meningkatkan kualitas hidup
masyarakat Indonesia.

“Saya sangat menghargai
karya-karya Mas Bud. Teruslah
berkarya untuk menyampaikan
pesan-pesan ini kepada kita
semua. Semoga kesadaran ini
akan muncul di kalangan ber-
bagai pihak, terutama yang
memiliki tanggung jawab un-
tuk memajukan negara ini,’
tambah Nono Sampono. (*)

Edisi Oktober 2023
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Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin ketika menerima kunjungan Rektor Kaya University Korea Selatan Mr. Lee
Sang Hee. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

akil Ketua Dewan
W Perwakilan Daerah

(DPD) RI, Sultan
B. Najamudin, mendorong
Pemerintah Indonesia untuk
meningkatkan kerja sama
dengan Korea Selatan dalam
sektor pendidikan pergu-
ruan tinggi dan pengem-
bangan kualitas sumber daya
manusia (SDM). Alasannya
adalah bahwa kualitas pen-
didikan tinggi di Korea Sela-
tan memiliki banyak keung-
gulan dibandingkan dengan
Indonesia, terutama dalam
pendidikan vokasi.

Berdasarkan hasil Pro-
gramme for International Stu-
dent Assessment (PISA) pada

tahun 2018, Korea Selatan
menduduki peringkat ke-7,
sementara Indonesia hanya
berada di peringkat ke-74 dari
79 negara. “Kita harus meng-
akui bahwa Korea memiliki
sistem pendidikan tinggi
yang lebih unggul dibanding-
kan dengan Indonesia. Kami
ingin meningkatkan kerja
sama di bidang pendidikan
tinggi,” kata Sultan.

Senator asal Bengkulu ini
menekankan pentingnya me-
miliki pendidikan tinggi yang
berkualitas dan relevan de-
ngan dunia industri sebagai
modal utama untuk pertum-
buhan ekonomi yang kuat. Dia
juga menyebut perlunya mem-

bentuk koneksi dan hubungan
yang baik antara lembaga pen-
didikan tinggi dan dunia usa-
ha secara sistematis.

Selain itu, Kaya University
dari Korea Selatan juga meng-
ungkapkan minatnya untuk
bekerja sama dalam memper-
siapkan SDM di bidang kese-
hatan. Mereka berharap dapat
menerima banyak mahasiswa
Indonesia yang ingin melan-
jutkan pendidikan vokasi di
Korea Selatan. Sultan menyo-
roti pentingnya memanfaat-
kan bonus demografi Indonesia
dengan maksimal melalui
kerja sama dalam bidang pen-
didikan dengan negara maju
seperti Korea Selatan. (*)
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Teras Narang Minta Tambahan
Penerbangan ke Pangkalan Bun

nggota Dewan Per-
A wakilan Daerah

(DPD) RI, Agustin
Teras Narang, mengajukan
permintaan agar rute pener-
bangan menuju Bandara Is-
kandar di Pangkalan Bun,
Kalimantan Tengah, segera
ditambah. Bandara Iskandar
telah menjadi salah satu jalur
penerbangan yang cukup ra-
mai di Kalimantan Tengah
setelah Bandara Tjilik Riwut.

Meskipun daerah ini meng-
alami perkembangan yang
pesat, saat ini hanya ada satu
maskapai penerbangan yang
melayani Bandara Iskandar
dengan jadwal terbatas. Ke-
terbatasan ini berdampak pada
harga tiket yang tinggi, yang

dapat menghambat aksesibili-
tas masyarakat dan berpotensi
mengganggu  pertumbuhan
ekonomi daerah tersebut.

Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS) Kalteng
per Juni 2023, Bandara Tjilik
Riwut memiliki konsentrasi
penumpang sebesar 57,85
persen, diikuti oleh Bandara
Iskandar sebesar 31,48 per-
sen, dan Bandara H. Asan di
Sampit sebesar 6,50 persen.
Untuk volume pengiriman ba-
rang, Bandara Tjilik Riwut
memiliki porsi sebesar 68,10
persen, Bandara Iskandar
sebesar 22,59 per-

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

sen, dan Bandara H. Asan
sebesar 7,42 persen.

Dalam surat yang ditujukan
kepada Menteri Perhubung-
an, Budi Karya Sumadi, pada
akhir Agustus 2023, Teras
Narang menyampaikan per-
mintaan ini setelah mende-
ngarkan aspirasi masyarakat
di daerah tersebut.

Teras Narang berpendapat
bahwa dengan meningkatnya
jumlah maskapai yang mela-
yani Bandara Iskandar, Pang-
kalan Bun, akan mendorong
persaingan yang sehat dan
mencegah monopoli yang
bisa merugikan kepentingan
konsumen, masyarakat, serta
daerah setempat. (*)
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Ketua DPD RI AA LaNyalla
Mahmud Mattalitti ketika
menyampaikan testimoni
pada acara pengukuhan
empat guru besar Uni-
versitas Airlangga (Unair)
Surabaya, pada 7 Septem-
ber 2023. (Foto Biro PHM
Setjen DPD RI)

Ketua DPD RI AA LaNyalla
Mahmud Mattalitti ketika
menerima Forum Doktor dan
Cendekiawan Indonesia di
Ruang Delegasi DPD RI,
Gedung Nusantara III,
Komplek Parlemen Jakarta,
akhir Agustus 2023.
Kedatangan mereka untuk
memberikan dukungan
terhadap Proposal
Kenegaraan DPD RI.

(Foto Biro PHM

Setjen DPD RI)

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin

mendampingi kunjungan kerja

Komite IV DPD RI ke Kaliman-

tan Timur, akhir Agustus 2023.

Kunjungan kerja itu dalam

rangka Inventarisasi Materi

' Penyusunan Pertimbangan

“ M DPD RI Terhadap RUU APBN
Tahun Anggaran 2024. (Foto

ITE IV Biro PHM Setjen DPD RI)
JTERI PENY
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Pimpinan dan anggota
BULD DPD RI usai
menyusun program
kerja tahun sidang
2023-2024, akhir
Agustus 2023.

(Foto Biro PHM Setjen
DPD RI)
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BAP DPD RI melakukan
rapat konsultasi dengan
Kejaksaan Tinggi Jawa
Barat untuk menindaklan-
juti laporan Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan Semester II
(IHPS II) tahun 2022 BPK
RI, Kamis (14/09/2023).
Rombongan langsung
dipimpin Ketua BAP Tamsil
Linrung didampingi Wakil
Ketua DPD RI Sultan B
Najamudin. (Foto Biro PHM
Setjen DPD RI)

Kabag Pemberitaan Biro PHM
Setjen DPD RI Heru Firdan
menerima cenderamata dari
Sekretaris Dinas Kominfo
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
Fajar Sutrisno dalam kegiatan
press gathering DPD RI ke
daerah tersebut, 22 September
2023. (Foto Biro PHM Setjen
DPD RI)
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senator Kagumi Karya Warga
Blnaan lanas Nusakamhangan

SAKAMBANGAN

nggota Dewan Perwa-
A kilan Daerah (DPD)

RI, Abdul Kholik, me-
ngunjungi Lembaga Pema-
syarakatan (Lapas) Nusakam-
bangan pada awal September
2023. Dalam kunjungannya
tersebut, Kholik melakukan
peninjauan hampir di se-
luruh lapas yang berada di
pulau penjara tersebut, mu-
lai dari ujung utara hingga
ujung selatan.

Sebagai senator dari Jawa
Tengah, Kholik melihat secara
langsung bagaimana proses
pembinaan dan revitalisasi pe-
masyarakatan berlangsung di
Nusakambangan, termasuk di
lapas dengan berbagai tingkat
keamanan, mulai dari lapas

Gerbang Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan. (Foto

minimum hingga lapas berke-
amanan tinggi. la memberi-
kan pengakuan terhadap sistem
pembinaan yang ada di pulau se-
luas 121 km?2 tersebut dan meng-
ungkapkan kekagumannya.

“Luar biasa. Saya sudah lama
ingin sekali mengunjungi tem-
pat ini, dan setelah kami berke-
liling, memang konsep lapas di
Nusakambangan ini sangat ba-
gus, kata Abdul Kholik. Dalam
kunjungannya, ia didampingi
oleh Kepala Bidang Pembinaan,
Bimbingan, & Teknologi Infor-
masi Kanwil Kementerian Hu-
kum dan HAM Jawa Tengah,
Budi Yuliarno.

Kholik juga mengungkap-
kan kekagumannya terha-

dap hasil karya warga binaan
yang dipajang di galeri Lapas
Permisan. Ia merasa bangga
melihat hasil karya tersebut
dan sebagai orang Cilacap, ia
merasa sangat bangga dengan
pencapaian warga binaan di
Lapas Nusakambangan.

Selain itu, Abdul Kholik
juga berharap bahwa Nusa-
kambangan dapat dikem-
bangkan untuk fungsi-fungsi
lainnya selain sebagai lapas.
[a melihat potensi untuk
pengembangan fungsi pari-
wisata yang dapat bekerja
sama dengan lapas. Namun,
ia menekankan bahwa semua
ini harus memperhatikan
kondisi dan aspek-aspek yang
ada di Nusakambangan. (*)
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akil Ketua Dewan
Perwakilan Daerah

W

(DPD) RI, Sultan
B. Najamudin, menyoroti
gejolak harga komoditas

pangan dan meminta peme-
rintah untuk memberikan
perhatian serius terhadap
masalah ini. Pengendalian
harga pangan harus menjadi
prioritas utama pemerintah
di atas agenda pembangun-
an lainnya.

Sultan berpendapat bahwa
pemerintah perlu lebih fokus
dalam menangani masalah
ekonomi yang berdampak
langsung pada kehidupan
masyarakat secara sistemik.
Ia mengkritik kurangnya
fokus para menteri terkait
di bidang ekonomi pada ak-
tivitas politik praktis yang
memengaruhi kinerja pasar.
Hal ini telah mengakibat-

kan kenaikan harga bahan
pokok yang tidak terkenda-
li dan merugikan daya beli
masyarakat.

Selain itu, Sultan mene-
gaskan bahwa pemerintah
seharusnya tidak hanya ber-
gantung pada insentif ban-
tuan sosial, terutama dalam
bentuk uang tunai, untuk
memastikan kebutuhan
pangan masyarakat rentan
terpenuhi. Ja mengingatkan
agar kemiskinan tidak hanya
dijadikan sebagai alat politik
oleh elit politik menjelang
pemilu.

Sultan juga menyoroti
kurangnya antisipasi peme-
rintah terhadap penurunan
pasokan pangan  akibat
dampak El Nino. Ia mende-
sak  pemerintah  untuk
segera melakukan intervensi

Pedagang cabai
di pasar.
(Foto Bisnis)

=mm;aam

pasar guna mengatasi po-
tensi inflasi pangan yang da-
pat berdampak jangka pan-
jang. Sultan mengharapkan
perbaikan dalam tata kelola
pangan dari hulu atau mini-
mal adanya intervensi pasar
yang tepat.

Data dari Panel Harga
Pangan Nasional Badan
Pangan Nasional menunjuk-
kan bahwa harga cabai me-
rah keriting naik 6,28 persen
menjadi Rp46.180 per kilo-
gram, sementara cabai ra-
wit merah naik 17,31 persen
menjadi Rp47.970 per Kkilo-
gram pada 29 Agustus 2023.
Selain itu, survei Bank In-
donesia menunjukkan pe-
nurunan Indeks Keyakinan
Konsumen bulan Juli 2023,
yang mencerminkan kekha-
watiran konsumen terkait
kondisi ekonomi. (*)
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Pemerltan

Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni menyerahkan RUU tentang Pemerintahan Provinsi Jakarta kepada
Mendagri Tito Karnavian. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

ewan Perwakilan Dae-

rah (DPD) RI telah

menyelesaikan pe-
nyusunan Rancangan Un-
dang-Undang (RUU) ten-
tang Pemerintahan Provinsi
Jakarta. Inisiatif penyusunan
RUU Jakarta ini muncul seja-
lan dengan kelahiran UU ten-
tang Ibu Kota Negara (IKN)
Nusantara yang kini berlokasi
di Kabupaten Penajam Paser
Utara, Kalimantan Timur
(Kaltim).

RUU vyang telah disusun
kemudian diserahkan kepa-
da pemerintah oleh Komite
I DPD RI dalam sebuah ra-
pat kerja bersama Menteri
Dalam Negeri (Mendagri)
Tito Karnavian, yang dilang-

sungkan di Gedung DPD RI,
Kompleks Parlemen Senayan,

Jakarta, pada awal September
2023.

Selama proses penyusun-
an RUU tentang Pemerintah-
an Provinsi Jakarta, Komite
I DPD RI telah mengadakan
berbagai rapat kerja dan rapat
dengar pendapat publik ber-
sama sejumlah pakar dan ahli
pemerintahan. Komite I juga
berinisiatif mencari masukan
dari berbagai kampus, ter-
masuk kunjungan terakhir-
nya ke Universitas Indonesia
(UI).

Komite I DPD RI berharap
pemerintah, dalam menyu-
sun RUU serupa, memperha-

SENATOR | Varia Senat

T

tikan RUU yang telah diru-
muskan oleh Komite I DPD
RI. Harapan ini menjadi salah
satu poin kesimpulan rapat
kerja antara Komite I DPD RI
dengan Mendagri beserta ja-
jarannya.

“Komite I DPD RI meminta
Pemerintah untuk memperce-
pat penyelesaian Rancangan
Undang-Undang tentang
Pemerintahan Provinsi Jakarta
dengan mempertimbangkan
substansi dari Rancangan
Undang-Undang tentang Pro-
vinsi Daerah Khusus Jakarta
Raya yang telah dirumuskan
oleh Komite I DPD RI de-
mikian bunyi salah satu ke-
simpulan rapat Komite I de-

Edisi Oktober 2023
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Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menerima
laporan pelaksanaan tugas penyusunan
pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN 2024
dan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN
2022 dari Komite IV DPD RI Fernando Sinaga.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

-~ . -

Pimpinan dan anggota DPD RI usai Sidang Luar Biasa DPD RI Ke-1 Masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

40 Edisi Oktober 2023



i awal masa sidang

tahun 2023-2024, De-

wan Perwakilan Dae-
rah (DPD) RI telah melahir-
kan keputusan terkait dua
pertimbangan kepada DPR
RI terhadap Rancangan Un-
dang-Undang (RUU). Kepu-
tusan itu disahkan dalam
Sidang Paripurna Luar Biasa
DPD RI ke-1, yang dipimpin
oleh Wakil Ketua DPD RI
Nono Sampono dan Sultan
B. Najamudin, pada awal
September 2023.

RUU yang dimaksud
adalah RUU tentang Ang-
garan Pendapatan dan Be-
lanja Negara (APBN) Ta-
hun 2024 dan RUU tentang
Pertanggungjawaban  Atas
Pelaksanaan Anggaran Pen-

Edisi Oktober 2023

dapatan dan Belanja Ne-
gara Tahun 2022. Penyu-
sunan pertimbangan DPD
RI tersebut dilakukan oleh
Komite IV DPD RIL

“Melalui Sidang Luar
Biasa DPD RI Ke-1 Masa
Sidang I Tahun Sidang
2023-2024, Pimpinan
DPD RI menyetujui pertim-
bangan RUU yang disusun
oleh Komite IV DPD RI”
kata Nono Sampono, sem-
bari menyampaikan apre-
siasi terhadap hasil kerja
Komite IV dalam menyusun
pertimbangan DPD RI ter-
hadap kedua RUU tersebut.

Pertimbangan DPD RI
yang disampaikan ke DPR
RI atas RUU tentang Ang-

SENATOR | Varia Senat

garan Pendapatan dan Be-
lanja Negara tersebut, diatur
dalam UU tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD
(MD3). Pertimbangan itu
ada dalam kerangka per-
wakilan daerah. Artinya,
pertimbangan yang disam-
paikan oleh DPD RI me-
rupakan representasi dari
kepentingan daerah.

“Pada prinsipnya, DPD RI
mengharapkan bahwa APBN
sebagai instrumen keuangan
negara harus mampu untuk
meningkatkan kesejahtera-
an rakyat, membangun pere-
konomian nasional, dan
melaksanakan = pemerataan
pembangunan di seluruh
Indonesia,” tegas senator dari
Maluku tersebut. (*)
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PENGAWASAN UU PANGAN

Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai ket|ka memlmpln kunjungan kerja Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

o
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omite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan

kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Suma-

tera Utara (Sumut) untuk melaksanakan fungsi pengawasan
atas pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 ten-
tang Pangan, pada awal September 2023.
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Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin menyerahkan cenderamata kepada Bupati Toba Poltak Sitorus.

(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Rombongan ke Kalteng
dipimpin oleh Ketua Komite
II, Yorrys Raweyai. Loka-
si yang dikunjungi adalah
Desa Sanggang, Kecamatan
Pandih Batu, Kabupaten Pu-
lang Pisau, tempat Program
Food Estate dijalankan. Se-
mentara itu, kunjungan ke
Sumut dipimpin oleh Wakil
Ketua Komite II, Abdullah
Puteh, dengan fokus kun-
jungan ke Kabupaten Toba
dan Kabupaten Humbang
Hasundutan.

“Pangan adalah kebutuhan
dasar yang paling esensial
bagi manusia, dan pemenu-
hannya merupakan bagian
dari hak asasi setiap warga

Indonesia.  Ketersediaan
pangan harus selalu ada,
cukup, aman, berkualitas,

bergizi, beragam, dan dengan
harga yang sesuai dengan ke-
mampuan masyarakat,” kata
Yorrys saat berada di Pulang
Pisau.

Anggota DPD RI dari
Kalteng, Agustin Teras Na-
rang, mengungkapkan hara-
pannya agar Program Food
Estate yang berada di Kabu-
paten Pulang Pisau dan Kabu-
paten Kapuas dapat berjalan
dengan lancar. Pudjirustaty
Narang, Bupati Pulang Pisau,
juga menekankan harapan
serupa agar Food Estate di
wilayahnya dapat berlanjut

dan berkelanjutan.

Di Kabupaten Toba,
Abdullah Puteh menyoroti
bahwa ketahanan pangan
bukan hanya tentang padi
atau beras. Ada tanaman
pangan lokal yang paling
sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan masyarakat se-
tempat. “Menyeragamkan
pangan adalah langkah
yang berisiko, mengingat
Indonesia adalah negeri
Bhineka Tunggal Ika. Jika

kita menyeragamkan-
nya, maka ekosistem,
keanekaragaman hayati,

serta sumber pangan lokal
bisa hilang,” tutur Puteh.

()
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omite III Dewan Per-
I< wakilan Daerah

(DPD) RI menyoroti
terhadap Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) dengan
sistem zonasi. Sistem ini, yang
telah diterapkan sejak beberapa
tahun terakhir, sering menjadi
keluhan masyarakat, terutama
bagi mereka yang domisilinya
jauh dari sekolah.

Ketua Komite III DPD RI,
Hasan Basri, menyatakan bahwa
permasalahan PPDB ini mun-
cul akibat keterbatasan jumlah
sekolah negeri, baik di kota be-
sar maupun di daerah-daerah
lain. Untuk mendapatkan ke-
sempatan bersekolah di sekolah
negeri, kecurangan sering terja-
di, seperti pemindahan domisili
dengan menumpang di rumah
kerabat atau bahkan orang yang
tidak dikenal, yang tinggalnya
dekat dengan sekolah, tentunya
dengan biaya tertentu.

“Banyak masyarakat yang

beranggapan bahwa sistem zo-
nasi PPDB justru menimbul-
kan masalah tambahan bagi
orang tua dan peserta didik.
PPDB dengan sistem zonasi
ini perlu dievaluasi, termasuk
mempertimbangkan revisi UU
Sistem Pendidikan Nasional
(Sisdiknas),” ungkap Hasan
Basri dalam Rapat Dengar Pen-
dapat Umum (RDPU) bersa-
ma Pengurus Besar Persatuan
Guru Republik Indonesia (PB
PGRI) dan Federasi Serikat
Guru Indonesia (FSGI) pada
awal September 2023.

Anggota Komite III, Lily
Amelia Salurapa, mengusul-
kan bahwa selain perlu adanya
restrukturisasi dari Kemendik-
bud, verifikasi data kependu-
dukan harus ditingkatkan penga-
wasannya mulai dari tingkat
terendah, seperti RT dan RW.
Tujuan utama dari sistem zo-
nasi, yaitu pemerataan pendi-
dikan, tidak boleh tercemar
oleh tindakan kecurangan.

Pimpinan dan anggota
Komite III DPD RI usai rapat
dengar pendapat umum

(RDPU) dengan PB PGRI dan
FSGI. (Foto Biro PHM Setjen
DPD RI)

|
Pakar

Dewan
Retno Listiyarti, mengatakan

FSGI,

bahwa sistem penerimaan
berdasarkan nilai akademik
yang berlaku sebelum sistem
zonasi justru memberatkan
siswa dari keluarga kurang
mampu. Peserta didik de-
ngan nilai akademik tinggi
biasanya berasal dari keluarga
yang mampu, dengan akses
ke sarana dan prasarana pen-
didikan yang memadai, serta
kemampuan untuk menyewa
guru privat.

Wakil Sekjen PB PGRI, Je-
jen Musfah, mengamati bahwa
sebelum sistem zonasi dite-
rapkan, banyak terjadi ketim-
pangan antara sekolah yang di-
anggap unggul dengan sekolah
yang kurang favorit. “Sekolah
negeri harus menyediakan la-
yanan publik. Tidak seharus-
nya ada kompetisi berlebihan,
eksklusivitas bagi kelompok
tertentu, atau praktik diskrimi-
nasi,” pungkas Jejen. (*)
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akil Ketua Komite
IV Dewan Perwakil-
an Daerah (DPD)
RI, Elviana, menyoroti pe-
ningkatan kemiskinan eks-
trem di 14 provinsi. Ia me-
nilai bahwa persoalan ini
belum sepenuhnya menjadi
perhatian pemerintah pusat.
Kebijakan-kebijakan dari pu-
sat dinilainya kurang berpi-
hak pada masyarakat, bahkan
semakin memberatkan bagi
rakyat kecil di daerah.
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Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS), pada
September 2022 jumlah pen-
duduk miskin mencapai
26,36 juta orang, naik 0,20
juta orang dari Maret 2022.
BPS juga mencatat bahwa 25
provinsi mengalami kenaikan
tingkat kemiskinan, dengan
kenaikan tertinggi di Papua
dan Maluku.

“Kami berharap suara kami
yang mewakili 34 provinsi
ini mendapat perhatian se-
rius, karena ini adalah suara
dari daerah. Dana bagi hasil
(DBH) untuk daerah harus
lebih adil,” ujar Elviana dalam
rapat kerja bersama Wakil
Menteri Keuangan Suahasil
Nazara, Deputi Gubernur
Senior Bank Indonesia (BI)
Destry Damayanti, dan PIt.
Kepala BPS Amalia Adininggar
Widyasantivti, di Gedung
DPD RI, Kompleks Parlemen

SENATOR | Varia Senat

Penandatanganan kesimpulan rapat kerja antara Komite IV DPD RI dengan
Kemenkeu, BI dan BPS. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Senayan, Jakarta, awal Sep-
tember 2023.

Plt. Kepala BPS, Amalia
Adininggar ~ Widyasantivti,
mengakui bahwa target Presiden
untuk menekan kemiskinan
ekstrem hingga nol persen
belum tercapai. Meskipun
demikian, tingkat kemiskin-
an ekstrem nasional meng-
alami penurunan, tetapi 14
provinsi masih mengalami
kenaikan. “Yang terpenting
adalah bagaimana pertum-
buhan ekonomi ini dapat di-
rasakan oleh seluruh lapisan
masyarakat dan berkontribusi
dalam menurunkan angka
kemiskinan,” kata Amalia.

Deputi Gubernur Senior BI,
Destry Damayanti, menyam-
paikan bahwa BI terus ber-

fokus pada kebijakan selama
2023. Ini diarahkan sebagai
bagian dari kebijakan ekono-
mi nasional untuk menjaga
stabilitas dan mendukung per-
tumbuhan yang berkelanjutan.
Dia menekankan pentingnya
sinergitas antara lembaga ek-
sekutif dan legislatif untuk
mendukung  pertumbuhan
ekonomi Indonesia.

Sementara itu, Wakil Men-
teri Keuangan, Suahasil
Nazara, menjelaskan bahwa
kebijakan moneter pada 2023
ditujukan untuk menjaga
stabilitas di tengah tekanan
eksternal, seperti ketegangan
geopolitik antara Rusia dan
Ukraina serta normalisasi ke-
bijakan moneter di berbagai
negara maju dan berkem-
bang. (*)
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omite II Dewan Perwa-

kilan Daerah (DPD) RI

telah bergerak menanga-
ni laporan masyarakat dari tiga
distrik di Papua Tengah menge-
nai dugaan dampak pencemar-
an dari pengelolaan tailing oleh
PT Freeport Indonesia. Untuk
membahas isu tersebut, rapat
kerja telah digelar dengan meli-
batkan berbagai pihak terkait.

Hadir dalam rapat terse-
but, antara lain Pj Gubernur
Provinsi Papua Tengah Ribka
Haluk, PIt. Direktur Jenderal
Minerba Kementerian ESDM
Bambang Suswantono, Dirjen
Pengelolaan Sampah, Limbah,
dan Bahan Beracun Berbahaya
(PSLB3) Kementerian Ling-
kungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) Rosa Vivien Ratnawati,
serta Presiden Direktur PT.
Freeport Indonesia, Clayton
Allen Wenas.

“Rapat ini merupakan tin-
dak lanjut dari pertemuan yang

Komite|ll Tlmlaklamutl.l!engaduan
Masvarlakat PapuaiTengah

Tengah terkait dugaan dampak pencemaran pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Pimpinan dan anggota Komite II DPD RI bersama pejabat terkait usai rapat membahas pengaduan masyarakat Papua
1 N T

Bia "W

diadakan di Kabupaten Mi-
mika, Provinsi Papua Tengah
pada 9 Juni 2023, ungkap Ke-
tua Komite II DPD RI Yorrys
Raweyai, saat memandu rapat
di Gedung GBHN, Komplek
Parlemen Senayan, Jakarta.

Emma Yohanna, Anggota
DPD RI dari Provinsi Sumatera
Barat, menekankan bahwa PT
Freeport Indonesia harus me-
mastikan program tailingnya
selaras dengan budaya setempat.
“Programnya harus disesuaikan
dengan budaya lokal dan bukan
hanya sekadar proyek pemba-
ngunan,” katanya.

Ribka Haluk menyampai-
kan bahwa pihaknya telah
membentuk tim khusus di
tingkat provinsi guna me-
nangani dugaan dampak tail-
ing PT Freeport di beberapa
distrik. “Kami telah bekerja ce-
pat mengatasi isu yang sudah
berlarut-larut ini,” imbuhnya.

=

g

) 4,57

Dari Kementerian ESDM,
Bambang Suswantono men-
jelaskan bahwa PT Freeport
Indonesia telah memanfaat-
kan tailing untuk produksi ba-
tako dan paving block, yang di-
gunakan dalam pembangunan
infrastruktur di wilayah sekitar
dan Sorong, Papua Barat.

Rosa Vivien Ratnawati dari
KLHK menambahkan bahwa
izin pemanfaatan tailing telah
diterbitkan, didukung oleh Ke-
menterian BUMN dan Kemen-
terian PUPR melalui surat kepu-
tusan bersama yang dikeluarkan
pada Oktober 2019.

Menutup pertemuan, Clayton
Allen Wenas, Presiden Direktur
PT. Freeport Indonesia, mene-
kankan bahwa dampak pen-
dangkalan di Muara Ajkwa telah
diperhitungkan dalam dokumen
AMDAL mereka, dan pendang-
kalan terutama disebabkan oleh
proses alami akibat sedimentasi di
wilayah selatan Pulau Papua. (*)
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Kampanye di Tempat Pendidikan
'KPUHarus Buat Aturan yang Jelas™

Pimpinan dan anggota Komite I DPD RI bersama Ketua KPU RI dan Bawaslu RI usai mengelar rapat kerja membahas
putusan MK. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

omite I Dewan Per-
K wakilan Daerah (DPD)

RI mendesak KPU RI
untuk segera merevisi Pera-
turan Komisi  Pemilihan
Umum (PKPU) Nomor 15
Tahun 2023 mengenai Kam-
panye Pemilihan Umum. Hal
ini merupakan konsekue-
nsi dari putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) Nomor 65/
PUU-XXI/2023 yang mem-
berikan ruang bagi pelaksa-
naan kampanye Pemilu di
tempat pendidikan serta fasil-
itas pemerintah.

PKPU seharusnya mem-
berikan ketentuan yang ek-
splisit dan tak memberi ru-
ang bagi multitafsir mengenai
kriteria kampanye Pemilihan
Umum di institusi pendidikan
serta fasilitas pemerintah. Hal
tersebut menjadi salah satu
poin penting dalam kesimpul-

an rapat kerja antara Komite I
DPD RI, KPU RI, dan Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu)
RI yang diadakan di Gedung
DPD RI, Kompleks Parlemen
Senayan, Jakarta, pada akhir
Agustus 2023.

Komite I DPD RI mene-
kankan pentingnya KPU RI
dan Bawaslu RI memiliki
pemahaman yang seragam di
semua tingkatan penyeleng-
gara dan pengawas pemilu
mengenai teknis kampa-
nye di lingkungan pendidi-
kan dan fasilitas pemerin-
tah. Selanjutnya, keduanya
harus memastikan pelaksa-
naan kampanye berlangsung
aman, nyaman, dan tanpa
menyebabkan gejolak.

Ketua Bawaslu RI, Ahmad
Bagja, menggarisbawahi be-
berapa aspek penting terkait

kampanye di tempat pendi-
dikan dan fasilitas pemerintah.
Aspek-aspek tersebut meliputi
metode kampanye, tingkatan
pendidikan yang relevan, ser-
ta kriteria penggunaan atribut
kampanye. Sebagai contoh, di
tingkat SMA, kampanye perlu
mendapatkan perhatian khu-
sus karena sebagian siswa be-
lum memiliki hak pilih.

Ketua KPU RI, Hasyim
Asyari, mengklarifikasi bahwa
berdasarkan putusan MK,
kampanye di institusi pendi-
dikan dan fasilitas pemerin-
tah pada prinsipnya dilarang,
kecuali bila mendapat izin
dari pengelola. Namun, kam-
panye tidak diperkenankan
menggunakan atribut kam-
panye tertentu. Sementara itu,
kampanye di tempat ibadah
tetap dilarang tanpa penge-

Edisi Oktober 2023
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Pejabat dari Kemendagri,
Kemenkeu dan Bappenas
saat rapat dengar pendapat
dengan BULD DPD RI. (Foto
Biro PHM Setjen DPD RI)
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Terbitkan Acuan APBD 2024
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adan Urusan Legis-
B lasi Daerah (BULD)

Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) RI mendesak
Kementerian Dalam Negeri
untuk segera menerbitkan
Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) sebagai
rujukan bagi daerah dalam
pembahasan atau penyusun-
an APBD Tahun 2024.

Walau saat ini seluruh
daerah di Indonesia sedang
membahas APBD 2024,
mereka masih mengacu pada
Permendagri Nomor 84 Ta-
hun 2022. Sejatinya, sudah se-
harusnya tersedia peraturan
baru yang disinkronkan den-
gan Undang-Undang (UU)
Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Peme-
rintahan Daerah (HKPD)

e

Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow dan Wakil Ketua BULD Alirman Sori memimpin RDP dengan Kemendagri,
Kemenkeu dan Bappenas. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

serta regulasi terbaru lainnya.

“Keterlambatan dalam me-
nerbitkan regulasi turunan
dari UU oleh pemerintah pu-
sat seringkali membuat dae-
rah menjadi korban. Sebagai
contoh, batas waktu penyu-
sunan APBD 2024 ditetapkan
hingga 30 November 2023.
Namun, rujukan yang sudah
disesuaikan dengan regulasi
terbaru masih belum diter-
bitkan,” ungkap Ketua BULD
DPD RI, Stefanus BAN Liow,
dalam rapat dengar pendapat
bersama Ditjen Perimbangan
Keuangan Pusat Daerah
Kemenkeu, Bappenas, dan
Ditjen Bina Keuangan Dae-
rah Kemendagri pada perte-
ngahan September 2023.

Horas Maurits Panjaitab,
Sekretaris Direktorat Jen-

SENATOR | Varia Senat

deral Bina Keuangan Dae-
rah Kementerian Dalam
Negeri, menegaskan bahwa
Permendagri sebagai rujuk-
an penyusunan APBD 2024
segera diterbitkan. Saat ini,
Kemendagri sedang merevisi
sejumlah regulasi, khususnya
yang berkaitan dengan peren-
canaan pembangunan sejalan
dengan terbitnya UU tentang
HKPD.

Dengan revisi tersebut, di-
harapkan daerah dapat meng-
alokasikan belanja daerah
dengan lebih terfokus dan
berkolaborasi. Kementerian
Dalam Negeri juga mendo-
rong daerah untuk menja-
lankan Instruksi Presiden
Nomor 3 Tahun 2023 serta
menggagas inovasi dalam
upaya meningkatkan penda-

Edisi Oktober 2023
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DIDIK RAGHBINI
DORONG PANSUS DPD
o SERET OBLIGATOR BLBI
| KE RANAH HUKUM

Dari kanan: Djony Edward, Didik J Rachbini dan Rocky Gerung. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

ektor Universitas
R Paramadina, Didik ]

Rachbini, mengung-
kapkan bahwa kasus Ban-
tuan Likuiditas Bank Indo-
nesia (BLBI) memberikan
beban berat pada APBN.
Sampai saat ini, Satgas BLBI
yang dibentuk pemerintah
hanya mampu mengemba-
likan aset eks BLBI sebesar

Rp28,53 triliun, atau seki-
tar 25,83% dari target yang
ditetapkan.

Oleh karena itu, ia men-
dorong Panitia Khusus
(Pansus) BLBI Dewan Per-
wakilan Daerah (DPD) RI
untuk menindaklanjuti
kasus obligor BLBI yang be-
lum mengembalikan aset-

nya ke proses hukum. “Jika
DPD RI berhasil menun-
taskan satu kasus sehingga
dibawa ke pengadilan, hal
tersebut dapat memberi-
kan efek domino bagi debi-
tur lainnya,” ungkap Didik
dalam rapat dengar penda-
pat umum bersama Pansus
BLBI DPD RI pada awal
September 2023.
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Penulis buku “BLBI Ex-
traordinary Crime”, Djony
Edward, juga mendesak
agar kasus BLBI diperlaku-
kan sebagai tindak pidana
korupsi serta tindak pi-
dana perbankan. Ini pen-
ting agar setiap individu
yang terlibat dalam kasus
tersebut dapat diusut. Ter-
masuk mengulas ulang PKPS
Anthoni Salim dan Sjamsul
Salim dengan melibatkan
lembaga hukum, lembaga
keuangan yang berkompe-
ten, serta pengamat, de-
ngan proses yang transpar-
an bagi publik.

Pengamat Rocky Gerung
menilai kasus BLBI bukan
hanya sebagai extraordinary

{
wi" J’Q\ !

Ketua Pansus BLBI DPD RI Bustami Zainudin. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

crime, melainkan sebagai
perfect order crime. Hal ini
berarti kejahatan tersebut
dirancang dengan cermat,
memungkinkan para obli-
gornya memperoleh keun-
tungan sekaligus mengelak
dari tanggung jawab hu-
kum. Menurutnya, peme-
rintah sejauh ini belum
menunjukkan niat serius

an maksimal kepada para
pelaku kejahatan BLBI,

termasuk proses pe-
rampasan aset.

untuk mengenakan hukum- n‘"

“Kami telah
berdiskusi
dengan Sat-
gas BLBI
dan sejum-

*
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lah narasumber lain. Hari
ini, kami berharap menda-
pat perspektif dari penga-
mat sebagai bahan pertim-
bangan untuk rekomendasi
kami,” tutur Ketua Pansus
BLBI, Bustami Zainudin,
dalam rapat tersebut. (*)
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Pimpinan dan anggota Komite III DPD RI usai rapat finalisasi Penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap
RUU PPRT. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite

Sahkan

omite III Dewan
I< Perwakilan Daerah

(DPD) RI mendesak
DPR RI agar segera menge-
sahkan RUU Perlindung-
an Pekerja Rumah Tangga
(PPRT) menjadi Undang-
Undang (UU). RUU ini
penting karena tidak hanya
melindungi Pekerja Ru-
mah Tangga (PRT) tetapi
juga memberikan kerang-
ka regulasi mengenai hak
dan kewajiban bagi peker-

ja, pemberi kerja, dan pe-
nyalurnya.

RUU ini telah dibahas
selama hampir 19 tahun
namun belum rampung.
Akibatnya, hak dan per-
lindungan hukum bagi
PRT tidak terjamin dengan
optimal. “Komite III DPD
RI bersepakat mendorong
RUU ini segera disahkan
menjadi UU demi melin-
dungi PRT,” ujar Wakil

RI

BERT,

Ketua Komite III, Mirati
Dewaningsih, saat rapat
finalisasi terhadap RUU
PPRT pada pertengahan
September 2023.

Wakil Ketua Komite III
lainnya, Muslim M Yatim,
menekankan bahwa ke-
beradaan UU PPRT akan
memastikan hak PRT ter-
penuhi sesuai aturan. De-
ngan UU ini, diharapkan
pemberi kerja dan penyalur
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Pimpinan dan anggota Komite III DPD RI bersama Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja
Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Anggraini dan Program Officer International Labour Organization (ILO)
Indonesia Lustiani Julia, usai menggelar RDPU soal RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), awal
September 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

dapat mematuhi ketentu-
an yang ada.

Senator dari Sumatera
Barat, Muslim M Yatim,
mengungkapkan ke-
prihatinannya terhadap
kondisi pekerja rumah
tangga saat ini yang be-
lum mendapatkan per-
lindungan hukum, ter-
masuk masalah upah,
perlindungan sosial, dan
waktu kerja.

Edisi Oktober 2023

Habib Said Abdurrahman,
anggota DPD RI dari
Kalimantan Tengah,
menyoroti banyaknya
anak yang putus se-
kolah dan menjadi
pekerja rumah tang-
ga. “Banyak anak di
bawah  umur vyang
menjadi PRT. Dengan
UU ini, pemberi kerja
yang mempekerjakan
anak di bawah umur da-
pat dikenai denda

dan kurungan,” jelasnya.

Sementara itu, ang-
gota DPD RI dari Jawa
Tengah, Bambang
Sutrisno, mengusulkan
pembentukan call center
khusus untuk menangani
masalah terkait PRT jika
UU tersebut disahkan.

()
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BAP DPD RI menerima pengaduan masalah lahan di daerah. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

adan Akuntabilitas
B Publik (BAP) Dewan

Perwakilan Daerah
(DPD) RI menanggapi sejum-
lah pengaduan masyarakat
dari berbagai daerah menge-
nai permasalahan tanah atau
lahan. Sebagai tindak lanjut,
BAP DPD RI berkomitmen
untuk bergerak cepat dengan
membentuk tim kerja (tim-
ja) guna menyelesaikan isu
tersebut.

Pengaduan yang diterima
BAP DPD RI berasal dari Per-
kumpulan Forum Masyarakat
Urai Bersatu (PEMUB), ahli
waris pemilik tanah di Gu-
nung Geulis, Provinsi Jawa
Barat serta Kelapa Gading,
DKI Jakarta. Selain itu, juga
dari masyarakat Desa Ta-
langkah, Kabupaten Gunung
Mas, Provinsi Kalimantan

Tengah, Kelompok Tani Me-
kar Jaya (KTM]J), Gabungan
Kelompok Tani (GAPOK-
TAN) Simpang Meranti, Desa
Baru, Provinsi Jambi, dan
Aliansi Masyarakat Pengas-
tulan Bersatu (AMPB) dari
Provinsi Bali.

“Kami berperan sebagai
mediator, bukan untuk me-
nentukan siapa yang benar
atau salah. Secepatnya kami
akan membentuk timja guna
mengatasi permasalahan ini,’
ungkap Ketua BAP DPD R],
Tamsil Linrung, saat meng-
adakan rapat dengar pendapat
umum (RDPU) bersama para
pengadu di Gedung DPD RI,
awal September 2023.

Wakil Ketua BAP DPD RI,
Evi Apita Maya, menegaskan
bahwa DPD RI akan kon-

sisten memperjuangkan ke-
luhan masyarakat. Masalah
seperti ini seharusnya tidak
dibiarkan berlarut karena
berdampak pada masyarakat.
“Kami akan berjuang menye-
lesaikan masalah ini sesuai
kewenangan yang dimiliki
oleh DPD RI,” ujar senator
dari Nusa Tenggara Barat
(NTB).

Asep Hidayat, anggota
DPD RI dari Provinsi Jawa
Barat, menyebutkan bahwa
isu tanah di Gunung Geulis
dan Kelapa Gading merupa-
kan permasalahan yang se-
rius. Ia berharap segera bisa

mengundang  pihak-pihak
terkait untuk memberikan
klarifikasinya. Menurutnya,

mendengar informasi hanya
dari satu pihak tidaklah bijak-
sana. (*)
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Raker,
Senator;

ada rapat kerja Komite

IV Dewan Perwakilan

Daerah (DPD) RI de-
ngan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) pada awal September
2023, beberapa anggota DPD RI
menyoroti permasalahan yang
ditimbulkan oleh pinjaman on-
line (pinjol). Mereka mengung-
kapkan kekhawatiran menge-
nai dampak negatif pinjol
yang sudah banyak merugikan
masyarakat di berbagai wilayah.

Anggota DPD RI dari Ma-
luku Utara, Ikbal Hi Jabid,
menyatakan  kegelisahannya
terkait pinjol yang marak di
masyarakat. “Bagaimana peng-
awasan OJK terhadap pinjol ini,
dan apakah ada upaya untuk
menangkal dampak negatif-
nya?” tanyanya dalam rapat

dcooan
Soroli

K
1jol

yang dipimpin oleh Wakil Ke-
tua Komite IV DPD RI, Elviana.

Riri Damayanti John
Latief, senator dari Provin-
si Bengkulu, juga meng-
ungkapkan keprihatinan-
nya mengenai dampak
pinjol yang cukup signifi-
kan terhadap masyarakat.
“Saya mendengar bahwa
Bengkulu memiliki inklusi
keuangan yang tinggi namun
literasi keuangannya rendah.
Bagaimana OJK menangani 15
provinsi dengan indeks inklusi
keuangan di bawah rata-rata
nasional?” tanya Riri.

Sementara itu, anggota
DPD RI dari Jawa Timur, Evi
Zainal Abidin, mengusul-
kan agar regulasi iklan pinjol

SENATOR | Varia Senat

Pimpinan dan anggota Komite IV DPD
RI bersama Ketua OJK Mahendra Siregar
usai penandatanganan kesimpulan rapat
kerja. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

diperketat, mirip dengan atur-
an iklan rokok. Hal ini penting
untuk meminimalkan ekspo-
sur pengiklanan pinjol kepada
berbagai kalangan masyarakat.
“Kita perlu membatasi iklan
pinjol, khususnya mengenai
waktu dan kontennya. Efek
kecanduan dari pinjol sangat
nyata. DPD RI harus bersiner-
gi dengan OJK untuk menga-
tasi masalah ini,” ungkap Evi.

Ketua Komite IV DPD RI,
Amang Syafrudin, menekan-
kan bahwa OJK memiliki peran
krusial sebagai penjamin ke-
amanan di sektor jasa keuangan
bagi masyarakat. Dia juga ber-
pendapat bahwa DPD RI da-
pat berkolaborasi dengan OJK
dalam meningkatkan sosialisasi

Edisi Oktober 2023
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Disaksikan Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Oni Choiruddin menandatangani berita acara pelantikannya sebagai
Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

ekretaris Jenderal De-
S wan Perwakilan Daerah

(DPD) RI, Rahman Hadi,
melantik Oni Choiruddin seba-
gai Deputi Bidang Persidangan
di Setjen DPD RI, pertengahan
September 2023,. Pelantikan ini
disaksikan langsung oleh Ketua
DPD RI, AA LaNyalla Mahmud
Mattalitti.

Rahman Hadi menyam-
paikan harapannya agar Oni
Choiruddin akan membawa pe-
rubahan positif, progresif, dan
modern ke Deputi Bidang Per-
sidangan. Harapannya adalah
agar Deputi ini dapat bersama-

sama mewujudkan transforma-
si birokrasi menuju Setjen DPD
RI yang berAKHLAK (Ber-
orientasi Pelayanan, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Loyal,
Adaptif, dan Kolaboratif) dalam
memberikan pelayanan dan
dukungan kepada DPD RIL

“Tunjukkan bahwa Saudara
layak, cakap, dan mampu me-
laksanakan tugas yang diama-
nahkan oleh pimpinan dengan
sebaik-baiknya. Sebagai abdi
Negara, pertanggungjawaban
Saudara bukan hanya ke-
pada atasan, tetapi juga kepada
masyarakat dan tentu saja ke-

pada Allah SWT;” kata Rahman
Hadi.

Rahman Hadi juga meng-
ingatkan bahwa Deputi Bidang
Persidangan memiliki peran
penting dalam merumuskan
kebijakan dan memberikan
dukungan persidangan kepada
DPD RI. Ini merupakan bagian
dari upaya memperkuat posisi
dan peran DPD RI dalam men-
capai tujuan menjadi parlemen
modern dan berprinsip good
governance. Mewujudkan parle-
men modern adalah tugas yang
tidak mudah, dan salah satu

tantangan utamanya adalah
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Oni Choiruddin sedang di-
ambil sumpahnya sebagai
Deputi Bidang Persidan-
gan Setjen DPD RI. (Foto
Biro PHM Setjen DPD RI)

menjaga transparansi dan
akuntabilitas dalam proses
pengambilan keputusan.

Oni Choiruddin meng-
gantikan  Sefti Ramsiaty,
yang telah memasuki masa
pensiun, dalam posisi De-
puti Bidang Persidangan DPD

RI. Oni bukanlah sosok asing di
Setjen DPD RI, mengingat dia te-
lah berkiprah di lembaga ini sejak
1 Oktober 2004, bersamaan de-

ngan pelantikan anggota DPD RI
yang pertama. Selama karirnya di
formasi yang canggih Setjen DPD RI, Oni sudah beberapa
digunakan dalam semua ta- kali menduduki berbagai jabatan, de-
hapan persidangan. Dengan de- ngan jabatan terakhir sebagai Kepala Biro
mikian, informasi mengenai proses persidangan Persidangan II. Dengan promosi jabatannya
dapat diakses dengan cepat, tepat, dan akurat oleh  yang baru sebagai Deputi Bidang Persidangan, dia
masyarakat. akan menjalankan tugasnya dengan integritas dan
komitmen untuk memajukan DPD RI. (*)

Oni Choiruddin ber-
janji untuk meningkat-
kan efektivitas pelaksana-
an persidangan DPD RI
di masa mendatang.
Dia akan memastikan
bahwa teknologi in-
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Relokasi Masyarakat Akibat Investasi
di Indonesia: Dampak, Tantangan, dan Solusi

Oleh:
Khalizzad Khalis

Pendahuluan

nvestasi ~ merupakan
I salah satu faktor pen-

ting dalam pemba-
ngunan ekonomi suatu ne-
gara, termasuk di Indonesia.
Namun, investasi juga se-
ringkali berdampak pada
relokasi masyarakat, yang
dapat menimbulkan berba-
gai tantangan dan konflik.
Dalam artikel ini, kita akan
membahas mengenai relo-
kasi masyarakat akibat in-
vestasi di Indonesia, dam-
paknya terhadap kehidupan
masyarakat, tantangan yang
dihadapi, serta solusi yang
dapat ditempuh.

Pengertian dan Jenis
Investasi

Investasi dapat diarti-
kan sebagai penanaman
modal dalam suatu kegiatan
ekonomi dengan harapan
memperoleh keuntungan di
masa depan. Di Indonesia,
investasi dapat berupa in-
vestasi dalam sektor indus-
tri, pertambangan, perke-
bunan, pariwisata, dan lain
sebagainya. Investasi ini
seringkali ~ membutuhkan
lahan yang luas, sehingga
mengakibatkan relokasi
masyarakat yang tinggal di
area yang akan diinvestasi-
kan.

(Analis Legislatif Ahli Pertama)

Dampak Relokasi
Masyarakat
Relokasi masyarakat

akibat investasi dapat me-
miliki dampak yang kom-
pleks terhadap kehidup-
an masyarakat. Salah satu
dampak yang paling nyata
adalah perubahan dalam
pola hidup dan mata penca-
harian masyarakat. Banyak
masyarakat yang kehilangan
lahan pertanian atau tem-
pat tinggal mereka, sehing-
ga harus mencari alternatif
baru untuk bertahan hidup.

Selain itu, relokasijuga da-
pat mempengaruhi hubung-
an sosial dan budaya masya-
rakat. Masyarakat yang
terbiasa hidup dalam komu-
nitas yang erat dapat terpi-
sah dan kehilangan rasa
solidaritas. Selain itu, aspek
budaya seperti tradisi, adat
istiadat, dan kearifan lokal
juga dapat terancam punah
akibat relokasi.

Tantangan dalam Relokasi
Masyarakat

Relokasi masyarakat aki-
bat investasi di Indonesia
juga dihadapkan pada ber-
bagai tantangan. Salah satu
tantangan utama adalah ke-
senjangan antara kompen-
sasi yang diberikan oleh

Bss
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pemerintah atau perusaha-
an dengan nilai riil yang
diterima oleh masyarakat
terdampak. Banyak kasus
di mana masyarakat merasa
bahwa kompensasi yang di-
berikan tidak sebanding de-
ngan kerugian yang mereka
alami.

Tantangan lainnya adalah
kurang-
nya  ke-
terlibatan
masyarakat
dalam pro-
ses pengam-
bilan kepu-
tusan terkait
relokasi.
Keputusan
yang diambil
secara top-
down tanpa
melibatkan
masyarakat
dapat me-
nimbulkan
konflik dan
ketidakpua-
san.  Pen-
ting bagi
peme -
rintah
dan pe-
rusahaan un-
tuk melibatkan masyarakat
dalam proses perencanaan,
implementasi, dan evaluasi
relokasi.

Solusi dan Upaya
Penyelesaian

Untuk mengatasi tan-
tangan yang dihadapi dalam
relokasi masyarakat akibat
investasi, perlu adanya solusi
dan upaya penyelesaian yang
berkelanjutan. Pertama,
penting untuk memastikan

bahwa kompensasi yang di-
berikan kepada masyarakat
terdampak sesuai dengan
kerugian yang mereka alami.
Proses penilaian kerugian
harus transparan dan meli-
batkan pihak independen
agar adil dan dapat diterima
oleh semua pihak.

keterlibatan

Selain itu,

masyarakat dalam
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dan ekonomi yang mema-
dai bagi masyarakat yang
terdampak. Program ini da-
pat berupa dukungan dalam
pengembangan  keteram-
pilan, pemindahan tempat
tinggal, pemulihan mata
pencaharian, dan pember-
dayaan ekonomi masyarakat.

Penutup
Relokasi
masyarakat akibat
investasi di Indo-
nesia merupakan

fenomena yang

kompleks dan

memiliki dampak

7 yang  signifikan

> terhadap kehidup-

. an  masyarakat.

\a “samain  Dalam nzengha-
R f,":_,‘q“ dapi  tantangan

proses pengambilan kepu-
tusan harus ditingkatkan.
Masyarakat harus diberikan
kesempatan untuk menyam-
paikan pendapat dan kekha-
watiran mereka, serta me-
miliki akses informasi yang
jelas dan akurat mengenai
rencana investasi dan re-
lokasi.

Pemerintah juga perlu
memastikan bahwa ada
program pemulihan sosial

ini, penting bagi
pemerintah, pe-
rusahaan, dan
masyarakat
untuk  beker-
jasama  dalam
= mencari  solusi
-~ yang  Dberkelan-
jutan. Proses re-
lokasi harus di-
lakukan dengan
transparan, adil,
dan berkeadil-
an, serta memastikan bahwa
masyarakat terdampak men-
dapatkan kompensasi yang
sesuai dan dukungan pe-
mulihan yang memadai.
Hanya dengan pendekatan
yang holistik dan melibat-
kan semua pihak, relokasi
masyarakat akibat investasi
dapat berjalan dengan baik
dan memberikan manfaat
yang nyata bagi pembangun-
an ekonomi dan kesejahtera-
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Nostalgia Lembaga Tertinggi Negara

Oleh:
Dr. Khairul Fahmi

Dosen Departemen HTN Fakultas Hukum Universitas Andalas

omentum  Agustus

2023 menjadi se

buah titik berseja-
rah bagi negara ini karena
telah berjalan selama 21 ta-
hun dengan konstitusi hasil
amandemen. UUD 1945
yang mengalami peru-
bahan didasarkan pada
prinsip-prinsip konsti-
tusionalisme yang ber-
landaskan pada pemi-
sahan kekuasaan dan
penghormatan  terha-
dap hak asasi manusia.
Prinsip checks and ba-
lances diterapkan un-
tuk memastikan bahwa
lembaga-lembaga ne-
gara berada dalam po-
sisi setara dan dapat
saling mengawasi. Ini
merupakan reaksi ter-
hadap masa lalu yang
penuh dengan praktik
pemerintahan otoriter yang
disebabkan oleh kekuasaan
yang tidak terbatas.

Pada masa itu, Majelis
Permusyawaratan ~ Rakyat
(MPR) Dberperan sebagai

lembaga tertinggi negara,
dengan kewenangan yang
sangat besar, termasuk
mengubah dan menetapkan
UUD, memilih dan member-
hentikan Presiden dan Wakil
Presiden, serta menetapkan

garis besar haluan negara.
Namun, seiring berjalannya
waktu, tampaknya asumsi
dasar para pendiri negara
tidak sepenuhnya terwujud.
Mereka berasumsi bahwa
generasi penerus akan men-

jalankan kekuasaan untuk
kepentingan rakyat, tetapi
sejarah membuktikan seba-
liknya. Kekuasaan memiliki
potensi untuk disalahgu-
nakan dan cenderung ko-
rup. Orang yang memegang
kekuasaan bisa saja meng-
gunakan kekuasaannya un-
tuk kepentingan pribadi, ke-
luarga, atau kelompoknya.

Untuk mencegah penya-
lahgunaan kekuasaan, sis-

tem ketatanegaraan harus
didesain dengan cermat. Se-
tiap organ pemegang kekua-
saan harus dapat diawasi,
dan kekuasaan satu lemba-
ga harus seimbang dengan
kekuasaan lembaga lainnya.
Inilah alasan di balik
perubahan UUD 1945
pada 1999-2002, yang
memperkuat sistem
pemerintahan presiden-
sial dan menghilangkan
posisi tinggi MPR. Peru-
bahan ini bertujuan un-
tuk memastikan bahwa
tidak ada lembaga yang
memiliki kewenangan
yang lebih besar daripa-
da yang lain, sehingga
prinsip pemisahan dan
perimbangan  kekua-
saan dapat diterapkan.

Namun, sekitar 21
tahun setelah perubahan
tersebut, Ketua DPD meng-
usulkan untuk mengemba-
likan posisi MPR sebagai
lembaga tertinggi negara.
Ini merupakan langkah yang
kontroversial dan mengun-
dang pertanyaan tentang
argumen dasarnya. Apakah
usulan ini didasari oleh kaji-
an mendalam atau hanya pe-
mikiran spontan? Pertanyaan
ini muncul karena usulan
tersebut berbeda dengan si-
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kap DPD sebelumnya, yang
lebih mendukung penguatan
prinsip checks and balances
dan konsep strong bicame-
ralism antara DPR dan DPD.

Kembali menghadirkan
MPR sebagai lembaga ter-
tinggi negara dapat memi-
liki dampak yang signifikan.
Ini dapat mengubah sistem
presidensial menjadi semi-
presidensial, di mana Pre-
siden dan Wakil Presiden
dipilih oleh MPR. Proses
pemilihan di MPR dapat
dimanipulasi, dan rakyat
kehilangan akses dalam
menentukan pemimpin ne-
gara. Kekuasaan kehakiman
juga mungkin tidak lagi in-
dependen dan akan tunduk
pada pengaruh politik MPR.
Selain itu, MPR akan memi-
liki kewenangan yang sulit

diawasi, dan hak asasi ma-
nusia warga negara mung-
kin tidak lagi terjamin de-
ngan baik.

Pengalaman masa lalu
menunjukkan bahwa
mengembalikan MPR se-

bagai lembaga tertinggi ne-
gara dapat membawa risiko.
Manipulasi kekuasaan dan
otoritarianisme bisa kem-
bali menghantui negara ini.
Seharusnya, para elit politik
fokus pada pemajuan kese-
jahteraan umum dan tata
kelola negara hukum yang
demokratis, tanpa harus
mengubah konstitusi hanya
untuk memenuhi keinginan
nostalgia.

Mengubah UUD 1945
hanya untuk mengemba-
likan MPR sebagai lembaga

tertinggi negara tidaklah bi-
jaksana. Perubahan konsti-
tusi seharusnya didasarkan
pada pemikiran yang lebih
mendalam dan pertimbang-
an yang matang. Jangan kor-
bankan masa depan republik
demokratis ini hanya untuk
memenuhi keinginan be-
berapa elit yang mungkin
melupakan sejarah perjalan-
an bangsa. Indonesia telah
berkembang dalam arah
yang lebih baik, dan peru-
bahan semestinya mengikuti
prinsip-prinsip demokratis
yang memajukan kepen-
tingan rakyat, bukan nos-
talgia masa lalu yang tidak
produktif.

(Catatan Redaksi: Tulisan ini
sudah disarikan, dan sebelum-
nya pernah terbit di Harian
Media Indonesia)
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Sumatera Selatan memiliki beragam destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Berikut
adalah empat destinasi wisata populer di Sumatera Selatan:

1. Danau Ranau Terletak di perbatasan
antara Sumatera Selatan dengan Lampung,
Danau Ranau merupakan danau vulkanik
kedua terbesar di Sumatera setelah Danau
Toba. Pemandangan alamnya yang indah
dengan latar belakang pegunungan menjadi-
kannya destinasi favorit bagi para wisatawan.
Selain itu, ada pula pemandian air panas dan
berbagai aktivitas lain yang bisa dinikmati di
sekitarnya.

medialampung

2. Taman Nasional Bukit Duabelas
(TNBD) Taman ini menjadi habitat bagi
masyarakat adat Anak Dalam atau Suku Kubu.
Di sini, wisatawan dapat menyaksikan ke-
hidupan tradisional masyarakat adat, serta
menikmati keindahan hutan hujan tropis yang
masih asri. Selain itu, Taman Nasional Bukit
Duabelas juga menjadi habitat bagi berbagai
spesies flora dan fauna yang khas.

3. Taman Wisata Alam Punti Kayu
Terletak di kota Palembang, Taman Wisata
Alam Punti Kayu merupakan kombinasi
antara kebun binatang dan taman rekreasi.
Di sini, pengunjung dapat melihat berbagai
jenis satwa, berjalan-jalan di area hutan pi-
nus, serta menikmati fasilitas rekreasi lain
seperti kolam renang dan area bermain

[y T

- edimung

4. Jembatan Ampera Menjadi ikon dari
kota Palembang, Jembatan Ampera yang
membelah Sungai Musi ini menawarkan pe-
mandangan kota yang memukau, khususnya
saat malam hari ketika lampu-lampu jembatan
menyala. Di sekitar area jembatan, ada banyak
restoran terapung yang menawarkan kuliner
khas Palembang sambil menikmati pe-
mandangan Sungai Musi.
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EREMAK DARi KALBAR

Kalimantan Barat dikenal dengan ragam kuliner khas yang lezat dan menggugah selera. Beri-
kut adalah empat kuliner enak dari Kalimantan Barat:

@ Ikan Patin Masak Tempoyak

Salah satu hidangan favorit masyarakat Ka-
limantan Barat, khususnya di kota Pontianak.
Ikan patin dimasak dengan bumbu khas serta
tempoyak, yaitu fermentasi daging buah du-
rian. Hasilnya adalah kuah yang gurih dan
sedikit asam, sempurna dinikmati dengan nasi
hangat.

ommEm

tribunponpt'i;an'ak.cé;?rhq
Meskipun nama “capcay” kerap diaso-
siasikan dengan sajian khas Tionghoa, nasi
capcay di Kalimantan Barat memiliki ciri
khas tersendiri. Sajian ini terdiri dari nasi
yang diberi kuah berisi beragam sayuran
dan daging. Rasanya yang gurih dan banyak
isian menjadikannya makanan sehari-hari
yang populer.

Borneo24.com

Mirip dengan kwetiau, mie tiaw terbuat dari
beras dan disajikan dengan potongan daging
ayam, udang, dan sayuran. Teksturnya yang
lembut dan bumbu yang meresap menjadikan
mie tiaw favorit banyak orang.

urbanjabar.com

Soto ini memiliki ciri khas kuah yang
bening dengan perpaduan rasa gurih dan
sedikit manis. Daging ayam yang empuk
dan tambahan seperti perkedel menjadi-
kannya sajian yang komplet dan mengen-
yangkan.
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